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ABSTRAK 

Nama : DEW!ANA RASWINARNI 
Program Studi: Magister Kenotariatan 
Judul : Kedudukan Dan Status Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari 

Perkawinan Yang Tidak Diterbitkan Akta Nikah Karena Alasan 
Fasad (Analisis Terhadap Putusan Makamah Agung Nomor 
417K/AG/2003) 

Kedudukan anak dalam perkawinan sangat penting karena berkaitan dengan 
berbagai aspek yang terkait diantaranya hak nalkab, hak waris, hak asuh dan 
sebagainya, Perk.aVYinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suarni istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun 
demikian terhadap perkawinan yang melanggar larangan untuk melangsW>gkan 
perkawinan karena masih memiliki hubungan darah tidal: akan tercapai suatu 
perkawinan yang ideal Wltuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, 
harmonis dan kekal, karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum 
karena tidal: diterbitkannya akta nikah sebagai hukti otentik telah dilakukannya 
perkawinan. Oleh karena itu bagaimana kedudukan dan status anak yang lahir dari 
perkawinan yang tidak diterbi!kan akta nikah karena alasan fasad dan upaya 
hukum apa yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingWI anak yru~g lahir 
dari perkawinan yang tidak diterbi!kan akta nikah karena alasan fasad. Dengan 
menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis 
normatif. PeneJithm ini mengamati dan menganalisa mengenai kedudukan dan 
status hukum terhadap anal: yang laltir dari perkawinan yang tidak diterbitkan 
akta nikah karena alasan fasad, dWI upaya hukum yang dapat dilakukan Wltuk 
melindungi kepentingWJ anak yang dilaltirkWI dari pernikahan tersebut. Dari basil 
penelitian yang dilakukan menyimpu!kan bahwa terhadap perkawinan yang tidak 
diterbitkan akta oikah dengan alasan masih mempunyai hubWlga.n darah 
memberikan kedudukan yang Jemah terhadap anak yang dilahirkan karena 
termasuk kategori anak luar kawin yang secara hukum tidak mendapatkan 
pcrlindungan yang selayaknya, upaya hukum yang dapat dilakukan juga sangat 
terbatas mengingat lernahnya posisi perkawinan yang tidal: diakni secara hukum. 
Sebaiknya perlu ada pengesahan status anak: hasH perkawinan sedarah dengan 
penetapan pengadilan derni terciptanya keadilan dWI perlindungWJ hukum 
terhadap anak yang dilahirkan. Disamping itu hendaknya Pemerintah segera 
mengeluarkan Peratur.an Pemerintah yang mengatllf mengenai kedudukan anak 
luar kawin, demi kepentingan yang terbaik bagi anak. 

Kata kunci: 
Perkawinan, Perlindungan Anak, Akta Nikah 

VI Universitas Indonesia 
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Magistly of Notary 
Legal Position and Status of Children Born out of Marriage 
for which a Marriage Certificate is not Issued due to Marital 
Discord (An Analysis of Supreme Court Ruling Number 
417K/AG/2003) 

Status of a child in a marriage proves to be very significant as it relates to 
numerous aspects. including their rights to livelihood. inheritance and care and 
nurture. Marriage represents a physical and mental bond between a man and a 
woman as husband and wife for the purpose of establishing a family (household) 
under the belief in God Almighty. However, with respect to illegal marriage 
involving a blood-related couple, an ideal marriage through which a happy, 
harmonious and lasting family (household) is to grow will not be possible because 
such marriage has no lega1 power with. no marriage certificate serving as authentic 
proof. Questions remain as to the position and status of a child bom out of a 
marriage for which a marriage certificate is not issued due to marital discord, and 
legal actions to be taken to protect the interests of a child born out of a marriage 
for which a marriage certificate is not issued due to marital discord .Applying the 
method of literary 'research and nonnative judicial approach, the study observed 
and analyzed the legal status and position of children who are -born out of 
marriages with no issued marriage certificate due to marital discord, and the legal 
remedies available to protect the interests of children born out of such marriages. 
Results show thin a marriage for which a marriage certificate is not issued because 
of its incestuous nature provides these chi1dren inadequate proper legal protection 
as they are consideied out-of-wedlock progeny. Legal remedies are also extremely 
limited considering the fact that such marriage holds a weak position and is not 
recognized by the law. There should be a way to make legal by a court judgment 
the status of a child born out of an incestuous marrjage to secure him/her justice 
and legal protection. The government is also expected to pass a Government 
Regulation stipulating the status of extramarital children for their best interests. 

Keywords: 
Marriage, Child Protection, Marriage Certificate 
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BABI . 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (se1anjutnya disingkat UUD 1945) adalah 

meJindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.. memajukan 

kesejahteraa.n umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial.1 Tujuan nasional tersebut diwujudkan melalui 

Pernbangunan Nasional. Salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu 

meningkatkan keadilan dan penegakan hukwn yang tercermin dari terdptanya 

sistem hukum yang adil, konsek:uen, dan tidak: diskriminatift serta yang 

rh.emberikan perlindungan dan penghonnatan terh.adap hak asasi manusia. 

Pembangunan tersebut mencakup pembinatm keluarga. Keluarga merupakan 

unsur terkecil dari masyarakat. Kesejahteraan> ketentraman dan keserasian 

keluarga besar (bangsa) sangat bergantung pada kesejahteraan, ketentraman 

dan keserasian keluarga, keluarga terbentuk melalui perkawinan. 

Perkawinan merupakan tali lkatan yang melahirkan keluarga sebagai 

dasar kehidupan masyarakat dan negara. Dalam Pasal I Undang-W!dang 

Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU 

Perkawinan), yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan wanlta sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rwnah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan 

Yang Maba Esa.n2 Perkawinan rnerupakan bagian hidup yang sakral, karena 

harus memperhatikan norma dan kaidah yang hid up dalan> masyarakat. Dalarn 

kenyataannya, tldak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan 

pembenaran, sehingga perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya. 

1 Indonesia, Undang-Umfong Dasar Negora Republik !ndonesia Tahun 1945, Pembukaan 
A!inea Ke-4 

2 I11donesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, No. I tahun 1974, LN No. I tabun 
1974, TLN No.3019, ps. l 

1 
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Setiap perkawinan yang sah dim~ta bukum haruslab dicatatkan di 

depan Pejabat Kantor Catalan Sipil bagi yang beragama non Islam dan bagi 

yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan 

yang tidak dicatatkan dikenal dengan istilab "kawin bawab Iangan" atau 

"kawin siri". Kawin bawah tangan atau kawin siri sering diartikan sebagai 

perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat tetapj 

tidak dicatatkan di kantor Pegawai Pencatat Nikah (KUA bagi yang beragama 

Islam~ Kantor Catatan Sipil bagi Non Islam). dengan dernikian perkav..':inan 

bawah tangan atau kawin siri tidak. ak:an mendapatkan bukti telah tetjadinya 

ikatan perkawinan yaitu akta nikab atau surat nikab. 

Dalam ketentuan UU Perkawinan tidak dikena.l istilah ~kawin bawah 

tangan" dan semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalarn sebuah 

peraturan perundangan. Secara sosiologis, istilah ini dlberikan bagi 

perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi 

ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu UU Perkawinan. UU 

Perkawinan menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa suatu perkawinan 

haruslab dicatatkan, ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang 

berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurot peraturan perundang

tmdangan yang berlaku."3 

Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa "pcrkawinan harus 

dilangsungkan rnenurut ketenruan Undang-undang, yakni Undang-undang 

Nomor 1 tahun !974 tentang Perkawinan berikut peraturan-peraturan 

peJaksanaannya, dan perkawinan harus juga dilaksana.kan sesuai dengan 

ketentuan agama yang dianut oJeh caJon suami-isteri yang akan 

melangsungkan perkawinao.''4 Lebih Ianjut beJiau mengatakan bahwa "dalam 

perkawlnan harus memperhatikan 2 (dua) aspek, yaitu barns memperhatikan 

hukum negara dan hukum agama, yang harus diterapkan secara bersarna dan 

sejalan, artinya tidak dipertentangkan dan tidak dipergunakan untuk saling 

menyelundupi satu terhadap lainnya."5 

1 ibid, ps. 2 ayat (2) 
4 Wahyono Dannabrata, Tinjauun Undong-rmdu.ng No. I Tolttm 1974 tentang Perkawlnan 

beserta undang-undang dan Perotunm Pelaksanaunnya, Cetakan Kedua, (Jalrnrta: CV. Gilama 
Jaya. 2003), hal 94 

5 Ibid, hal 1 17 
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Selain sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, kewajiban untuk 

mencatatkan perkawinan juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (I) 

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) yang berbunyi "agar 

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan 

harus dlcatat~'6 dengan konsekuensi jika tidak diiakukan pencatat:an dan 

perkawinan tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikab, muka perkawinan tersebut tidak memponyar 

kekuatan hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) 

KH!, yang berbunyi "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".7 Untuk itu setiap 

perkawinan hanya dapa.t dibuktikan dengan Akta Nikab yang dibuat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian akta nikah mempunyai peranan 

yang sangat penting dalarn hal pembuktian telab terjadinya perkawinan dan 

dapat memberikan perlindungan serta kepastian terhadap segala akibat yang 

timbul karena adanya perkawinan seperti dalam hal kedudukan anak, harta · 

benda perkawinan serta warls. Pentingnya akta nikah untuk rnembuktikan 

telah terjadinya perkawinan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (I) Kill 

yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 

dibuat oleh Pegawai PenCatat Nikah". 8 

Perkawinan dapat dilangsungkan apabila Ielah memenuhi beberapa 

persyaratan yang ditentukan dalarn Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan. 

Syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika 

akan rneiangsungkan perkawinan,. ya.itu: 

Pasal 6 UU Perkawinan berbunyi : 

(J ). Perkaw!nan harus didasarkan atas perserujuan k;edua caJon mcmpelai. 
(2). Untuk melangsungkan perkawinrm seorang yang be!um mencapai umur 21 

(duapuluh satu) tahun barus mendapat izin kedua orang tua. 
(3). Dalam bal satah seorang darl kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

kea<iaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ay:u (2} 
pasal ini eukup diperoleh dad orang tua yang masih hldup atau dari orang tua 
yang mampu menyalakau kchendaknya. 

(4). Dalam hal kedua orang tua Ielah meninggal dunia atau dalam kcadaan rldak 
mampu tmtuk menyatakan kehendaknya, maka izin dipcroleh dari wali, or.rng 
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darsh da!am garis 

6 Hasan Bisri, et al., ed. Kompilosi Hulrum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem 
llulwm NQsional, (Jakarta : Logo,s Wacana Ilmu, 1999), hal 141 

7 /hid., 
8 lbitf., 
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keturunan lurus keatas selama mcreka maslh hidup dan dal.am kcadaan dapat 
menyatakan kehendal<nya. · 

{5). Datam hal ada perbedaan pendapat sntara orang-orang yang disebut dalam ayat 
(2), (3) dan (4) pasa! ini, atau salah seor.mg arau lebih dianmra mereka tidak 
menyatakan pendapatnya, maka Pengadifan dalam daerah hukum tempat tlnggal 
orang yang akan mela.ngsungkan perkawinan atas permintaan orang t;;rsebut 
dapat mcmberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang lersebut 
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 

(6}. Ke1entuan rersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tldak menenrukan lain.9 

Pasal 7 UU Perkawinan berbunyi : 

{l}. Perkawinan hanyl:l diizinkilfl jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 
be las) tahun dan pihak wanita sudah mencap.al umur 16 (enam belas) tahun. 

{2). Dalam hal penyimpangan rerhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dlspensasi 
kepada Pen:gadilan ara.u Pejabat lain yang dltunjuk oleh kedua orang rua pihak 
pria maupun pihak wanita. 

(3). Ketentuan-keten:uan mengenai kcadaan salah seorang atau Jc.edua orang tua 
tersebul dalam Pa.'W!I6 ayat (3) dan (4) Undang~undang ini, berlaku juga dalam 
hal permintaan dispensasi tersehut ayat (2) pasal ini dcngan tidak mengurangi 
yang dimaksud dalam Pasal6 ayat (6). 10 

Rukun dan syarat perkawinan diatur juga dalam Pasal 14 KHI, yang 

mensyaratkan karena merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi untuk 

meJaksanakan perkawinan, yaitu harus ada : 

a. Caton isteri 
b. Caton suami 
c. Wall nikah 
d. Dua orang saksi 
e. Ijab dan k;abul. 11 

SeJain harus memenuhi ketentuan syarat-syarat perkawinao. untuk 

melangsungkan perkawinan harus juga memperhatikan mengenal !arangan 

dalam perkawinan atau perkawinan yang dllarang untuk dllakukan, ketcntuan 

mengenai perkawinan yang dilarang Urituk dilakukan diatur dalam kelentuan 

Pasal & UU Perkawinan, yang berbtillyi : 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

a. bertlubungan darab dalam garis keturunan lurus ke bawah alaupun ke ata.-;; 
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yairu antara saudara, 

antara seorang dengan saudara orang tua dan antam seoran_g deogan saudara 
neneknya; 

c. berhubungan semenda. yaitu mertua. anak Iiri menantu dan ibulbapak tiri; 
d, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan 

bibi/pam;m susuan; 

'UU Perkawinan, Op Cit, ps. 6 
10 Ibid, ps. 7 
11 Hasan Bisri, eta!., ed, Op Cil, hal i43-J44 
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e. berllubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi alau kemenakan dari isleri, 
dalam bat seon.mg suami beristeri tebih darl seQrang; 

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang bertaku, 
dilarang kawin.11 

Dalam kenyataan dilapangan meskipun sudah diatur mengenai 

perkawimm yang dilarang, dengan alasan antara calon suarni dan caJon isteri 

mempunyai hubungan darah~ hubungan sesusuan. hubungan semenda atau 

hubungan lainuya yang oleh agama maupun peraturan yang berlaku dilarang 

untuk dilangsungkan perkawinan. Tetapi dalam kenyataannya perkawinan 

yang diJarang tersebut masih terjadi, sebagaimana yang terjadi dalarn perkara 

antara Hj. CBW selaku Pemohon melawan NHSR binti H. ASY sebagai 

Terrnohon I. HO bin ABD Termohon II dan Menteri Agama cq Kepala 

Kanwil Departemen Agama Jawa Barat cq Pejabat Pencatat Nikab pada KUA 

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (in kracht) dengan putusan Mahkarnah Agung nomor : 

417 KJAG/2003 selaku Termohon Ill. 

Dalam kasus tersebut telah terjadi perkawinan antara NHSR dengan 

HO dengan wali nikah (wall nasab) H. AS yaitu Kakak seayah dari Termohon 

I dan sekaligus juga Kakek dari Termohon IL Perkawinan tersebut telah 

dilaksanakan sesuai dengan rukun nikah yaitu adanya kedua calon mempe!ai~ 

ada ijab kabul, ada wali, adanya 2 (dua) orang saksi serta dilangaungkan 

dihadapan dan di hnwah pengawasan Pejahnt Pencatat Nikah pada KUA 

Kadipaten. Perkawinan tersebut kemudian bermasalah karena melanggar 

larangan perkawinan baik menurut Hukurn Islam maupun Hukum Naslonal 

(UU Perkawinan), karena HO (Tennohon II) adalah cucu kandung dari H. AS, 

sedangkan H. AS adalah Kakak seayah lain ibu dengan NHSR (Termohon 1), 

dengan demikian menurut hukum perkawlnan tersebut diJarang untuk 

dilakukan karena antara kedua calon mempelai mempunyai hubungan darah 

dalam garis keturunan menyamping, sehingga k.etentuan yang telah dilanggar 

adalah Pasal 8 UU Perkawinan, Pasal 39 Jo Pasal 70 KHI. 

Perkawinan tersebut kemudian menimbulkan reaksi dan protes dari 

Majelis Ularna Indonesia (MU!) lndramayu dan juga Hj. CBW (selaku Ibu 

11 UU Perkawlnan, Op Cit, ps. 8. 
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Kandnng dari NHSR), yang kemudian ditindaklanjuti oleh KUA Kadipaten 

dengan mengirimkan sural yang ditujukan kepada MUI Indramayu yang pada 

pokoknya berisi bahwa perkawinan tersebut dinyatakan Fasad dan mohon 

dianggap tidak teJjadi perkawinan. Kemudlan KUA Kadipaten juga 

mengambil sikap tidak menerbitkan akta nikah perkawinan antara NHSR 

(Termohon I) dengan HO (Termohon II), permasalahan semakin rumit karena 

pada kenyataannya antara NHSR (Tennohon I) dengan HO (Tennohon II) 

telah hldup satu rumah dan Termohon I dalarn keadaan hamil. 

Oleh karena tidak diterbitkannya akta nikah maka perkawinan terse but 

layaknya seperti perkawinan bawah Iangan atau bahkan dianggap tidak pemah 

terjadi perkawinan, dampak dari tidak diak:uinya secara sah perkawinan 

tersebut akan rhenimbulkan berbagai macam akibat hukum, diantaranya yaitu 

istri akan berada pada posisi yang dirugikan karena tidak ak:an mendapatkan 

hak ~haknya sebagai seorang lsteri, karena seca:ra hukum perempuan terse but 

tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nalkah dan waris jika suarni 

meninggal dunia, tldak berhak atas barta bersama (gono gini) jika terjadi 

perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pemah 

te!jadi~ selain itu dampak yang ditirnbulkan dari perkawinan yang tidak sah 

berakibat kepada anak yang dilahirkan dalarn perkawinan, karena akan 

dianggap sebagai anak Juar kawin. 

Perihal kedudukan anak memHiki arti yang sangat penting, karena hal 

tersebut nantinya akan berdampak pada hubungan keperdataan antara anak 

dengan bapaknya. Menurut ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan, yang berbunyi 

''Anak sah adalah anak yang dilahlrkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 

yang sah" 13
, sedangkan menurut Pasal 43 ayat (l) UU Perkawinan, anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan (anak tidak sah) hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. lni berarti hanya anak sab yang 

memiliki hak untuk mewarisi kekayaan dari kedua orang tuanya. 

Anak: luar kawin dalam akt:a keJahiran hanya dicantumkan nama ibu 

yang rnelahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan 

tidak dicanturnkannya nama ayah akan rnenimbufkan dampak yang cukup 

n Ibid, ps. 42 
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menda.lam bagi anal<. baik secara sosial maupun seca.ra psikologis. Untuk itu 

meskipun perkawinan yang telah melanggar larangan perkawinan akan 

dibatalkan, dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek-aspek 

kepentingan anak yang tidak boleh dikesampingkan. 

UU Perkawinan menganut prinsip bahwa anak sah adalah anak yang 

dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, yang diakui oleh negara dan 

terdaftar sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan bukti akta 

kelahiran yang dikeluarkan oleh Lernbaga Catatan Sipil. Ketidakjelasan status 

anak di hadapan hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak 

kuat, sehingga bisa saja, suatu wuktu ayalmya menyangkal bahwa anak 

tersebut adalah anak kandungnya, yang jelas akan merugikan anak, anak tidak 

herhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari 

ayahnya. 

Hukum harus dipahami sebagai suatu sistern yang saling herkaitan 

antara sub-sub sistem, demikjan halnya dengan pengaturan :rnasaJah anak, 

selain diatur daJam lJU Perkawinan, se:cara khusus juga diatur dal~ Undang

Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentaog Perlindimgan Anak (selanjutnya 

disingkat lJU Perlindungan Anak) 

UU Pertindungan Anak menjelaskan bahwa ynng dimaksud dengan 

anak adalah seorang yang betum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mernpunyai 

hak yang paling mendasar, tak seorangpun dapat merarnpas hak anak itu. 

Setlap anak yang berhak rnendapatkan periindungan yang memadai, balk 

perlindungan dari segi ekonomi, yuridis, maupun pendidikannya. Menurut UU 

Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah "segala 

kegiatan untuk menjarnin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasa.n 

dan diskriminasi."14 

14 'ndonesia, UmJang-undang Ten/ang Perlindungan Anak, No. 23 iahun 2002, LN No. 
I 09 tahun 2002, TLN No. 4235, ps I angka 2 
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Seorang anak mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum dalrun 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 

yang merumuskan hak-hak sebagai berikut: 

(I}. Anak berhak atas kesejahteraan. perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan 
kasih sayang baik dalam keluargaoya maupun Oi dalam asuhan khusus umuk 
tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

(2}. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan 
sosialnya. sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa., untuk menjadi 
warganegara yang baik dan bcrguna, 

(3), Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, balk semn:sa dalam kandungan 
maupun ses-udah dilahirkan. 

(4). Anak berhak aiM perlindungan terltadap lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan 
wajar.15 

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa meskipun perkawinan 

telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan dalam UU 

Perkawinan- belum tentu perkawinan terse but sah) karena masih tergantung 

lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terJepas dari segala yang 

menghalangi. Halangan itu disebut dengan· larangan pcrkawinan. 16 Apabila 

perkawinan tetap dilaksanakan · padahal telah dilarang, maka pihak yang 

merasa berhak untuk membatalkan perkawinan boleh melalo..1.llam permohonan 

pembatalan perkawinan. Pennohonan pembatalan perkawinan diajukan 

kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan di!angsungkan 

atau ditempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri. Hai ini sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana diatur daiam Pasa1 25 UU Perkawinan yang 

berbunyi "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan 

dalam daerah hukum d.imana perkawimm diiangsungkan atau ditempat tinggaJ 

kedua suami isteri, suarni atau istcri."17 

Dalam Pasal 85 KUHPcrdata berlaku suntu asas bahwa tiada suatu 

perkaw!nan menjadi hataJ karena hukum. Untuk batalnya suatu perkawinan 

yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya putusan 

pengadilan." Pasal 85 KUHPerdata menentukan bahwa : Kebatalan suatu 

15 trma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindtmgan anak, (Jakar1a : Bumi Aksar.L 
1990),hal16·17. 

16 Amir Syari:fuddin, Hu.kum Perlurwinan Jslom di Indonesia, (Jakarta : Preoada Media, 
2007), haU09 

17 UU Perkawinan. Op Cit, ps. 25 
11 Wahyono Dannabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hulmm Perkawinan dan Keluarga di 

Indonesia, (Jakarta: Badan Penerblt Fakul!as Hukum Universilas Iruionesfa, 2004), hal 59 
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perkawinan hanya dapet dinyatakan oleh hakim. Keputusan yang demikian 

hanya holeh dijalllhkan dalam hal-hal adanya alasan-alasan yang diatur oleh 

undang-undang yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembatalan 

perkawinan dan atas gugatan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

dinyatakan berwenang untuk itu.19 Dengan demikian ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 25 UU Perkawinan sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam 

Pa.al 85 KUHPerdata. dimana untuk melakukan pembatalan perkawinan harus 

dilakukan melalui proses pengadilan. 

Adapun yang menjadi alasan dimintakan pembatalan perkawinan 

adalah karena orang-orang yang dilarang untuk melakukan perkawinan atau 

tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Salah satu dari larangan untuk 

diJangsungkannya perkawinan adaJah karena alasan antara calon suami dan 

caJon isteri masih memiliki hubungan damh (nasab ). 

Perempuan-perempuan manakah yang tidak boleh ( dilarang) untuk 

dikawini oleh laki-laki atau sebaliknya, Di dalam AI-Quran dijelaskan ten tang, 

tiga belas orang atau kelompok yang tidak holeh dinikahi. Berdasarkan 

p_enyebabnya ketiga belas orang atau kelompok ini dapat dibagi dalam tiga 

golongan: 

L Gokmgan pertama, karena hubungan darah. wilodah (melahirkan). nasab atau 
turunan, akibat hubungan genealogi, baik secara vertikal ke atas atau ke bawah 
atau secarn borisonial ke samping. 

2. Golongan kedua, karena pertallan persusuan, balk yang menyusukan maupun 
saudara sepersusuan. 

3. Golongan ketiga, karena pertalian perkawinan.w 

Dalam UU Petkawinan. sebagai hukum positif yang mengatur 

mengenal perka\\-rinan yang dilarang tersebut sudah diatur dalam ketentuan 

Pasal 8 UU Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas. 

DJ samping UU Perkawinan, khusus bagi umat Jshun mengerun 

perkawinan juga mengacu kepada ketentuan KHI khususnya Buku I tentang 

Perkawinan. Kehadiran KHI merupakan babak baru dalam upaya penerapan 

Hukum Is1am di Indonesia~ KHI disusun oleh suatu PanitJa berdasarkan surat 

tugas dari Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia 

N Ibid., 
10 Rabmat Hakim, Hukum Perkawinan /siam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 53 
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dan Menteri Agama Republik Indonesia yang mengharuskan untuk menggali 

dan mengkaji sedalam dan seluas mungkin sumber Hukum Islam yang 

terdapat dalam AI-Quran dan Sunnah disamping kitab-ki!ab Fiqh Mazhab 

yang dijadikan sebagai bahan perbandingan." 

Perkav.'inan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta 

melanggar larangan dalam perkawinan dapat dilakukan pembatalan 

perkawinan. Pihak yang dapat mengajukan pennohonan pembatalan 

perkawinan adalah sebagal berikut : 

a, Para keluarga dalam garis keturonan Jurus ke aras dari suami atau istri; 
b. Suami a1au istrl; 
c. Pttiab.at yang berwenang hanya selama perkawlnan belum diputuskan; 
d. P~abat pengadilan.12 

Pasal 73 KHI menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan adalah: 

a. para keluarga dalam garis ketutunan furus ke atas dan ke bawah dari suaml a1au 
isteri 

b. suami atau isleri 
C- pejabat yang b_erwenang me~gawasi pe!aksanaan perkawinan menurut untiang~ 

undang 
d. para pihak yang berkepentingan yang mengelahui adanya cacat dalam rukun dan 

syarat perkawinan menurur hukum Islam dan pernturan perundang·undangan. 

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk meJangs:ungkan perkawinan, putusan pembatalan 

perkawinan tidak dapat berlaku smut bagi anak yang dilahirkan dari 

perkawinan tersebut, hal ini telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 UU 

Perkawinan, yang berbunyi : 

{ l} Bata!nya suatu perkawinan dimulai setelah kepulusan Pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum yang telap dan berhtku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 

(2} Keputusan tklak berlaku surut tcrhadap: 
a. Anak~anak yang clilahirkan dari perkawinm tersebut; 
b. Suami a!au isleri yang bertindak dengan iktikad baik, kecua!i terhadap harta 

bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawlnan 
Jain yang lebih dahulu; 

c. Orang...orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang meteka 
memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang 
pembatalan mempunyal kek"Uatan hukum tetap,ll 

:n Rahmat Syafie, "SelintaS Pandang Tcntang Hukum Perkawinan Yang Terdapat Dalam 
Kornpllasi Hulrum Islam (Suatu Kajian Kritis Menuju Pcngkodifikasian Di Indonesia)." Makaloh 
Sem;nar Sehari, Pengadilan Tinggi Bandung, 29 Oktobt;:r 2003, hal. I 

22 Ibid., 
:n UU Perkawlnan. Op Cit, ps. 28 
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Permasalahan yang timbul adalah jika perkawinan tersebut sejak awal 

tidak diakui Ielah terjadinya perkawinan sehlngga tidak diterbitkannya akta 

nikah, sedangkan peda kenyataannya pernikahan tersebut telah terjadi dan 

dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, yang kemudian diketahui 

bahwa perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan dan 

Pasal 39 Ja Pasal 70 KHI, katena antara caJon isteri dan caJon suami masih 

mempunyai hubungan datah, yang pada akhlmya petugas KUA tidak 

mengeluarkan akta nikah terhadap perkawinan tersebut. 

Segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak 

mendapatkan perlindungan hukum, terutama bagi isleri dan anak-anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Lain halnya jika perkawinan tersebut 

diakui eksistensinya dibuktikan dengan dikeluarkannya akta nikah, terlepas 

apabila dikemudian hari dilakukan pembatalan oleh KUA atau aleh piltak

pihak yang dapat mengajukan pembata.lan, secara hukum berdasarkan 

ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, keputusan pembatalan 

perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-Mak yang dilahirkan dari 

perkawinan tersebut Dengan demikian tetap mendapatkan haknya sebagai 

anak tennasuk dalarn hal hak mewaris dari kedua Of!Ulgtuanya. 

1.2. Pokok Permasalaban 

Berdasarkan lata! belakang yang diuraikan, maka pokok permasalahan 

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah : 

L Baga.imana kedudukan dan status anak yang lahir dari perkawinan 

yang tidak diterbitkan akta nikah karena alasan fasad? 

2. Upaya hukwn apa yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan 

anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah 

karena alasan fusad? 

Universitas Indonesia 
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1.3~ Tujuan Penelitian 

1. Menelusuri dan menemukan serta menganalisis kedudukan dan status anak 

yang lahir dari perkawinan yang tidak diterbilkan akta rdkah karena alasan 

fasad. 

2. Menelusuri dan menemukan serta menganalisis upaya hukum yang dapat 

dilakuk311 untuk melindungi kepentingan anak yang lahir dari perkawinan 

yang tidak diterbitkan akta nikah karena alasan fasad. 

l.4.Metode Penelilian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nonnatif. Metode 

Peneiitian hukum nonnatif digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan 

meneliti bahan pustak:a atau data sekunder yang mencak:up bahan hukum 

primer. sekunder dan tertier, · 

Penelitian ini bersifat eksplanatoris, yang bertujuan menggambarkan atau 

menjelaskan lebih dalam suatu gejala.24 Dirn~na dalam penelitian ini 

bem1aksud menggambarkan dan rnenjelaskan mengenai kedudukan dan status 

hakum terhadap anak yang laltir dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta 

nikah karena alasan fasad. Dalam pcnelitian ini akan dibahas lebih dalam 

mengenai kedudukan dan status hukum terhadap anak yang lahir dari 

perkawinan yang tidak diterbitkan akla nikah oleh KUA dengan alasan 

pemikahan orang tuanya fasad, karena antara suami dan isteri masih 

mempunyai hubungan dara.h {nasab), di samping itu akan dibahas juga 

mengenai upaya hukuro yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan 

anak yang dilahirkan dari pemikahan orangtuanya yang tidak diakui seeara 

hukum berdasarkan Undang-Wldang Nomor I T ahun 1974 ten tang 

Perkawinan. 

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

dimaksud untuk mengumpulkan dokumen~dokumen sebagai data sekunder, 

24 Sri MamudjL Et. AI, Metcde Penelitian dan PenuUsan Hukrun, Cet L (Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005), hal4 
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apabila data sekunder tersebut ternyata dirasakan masih kurang, dalam 

penelitian ini akan ditambah juga dengan wawancara kepada narasumber atau 

informan untuk menambah infonnasi yang relevan dengan masalah yang 

sedang diteliti." 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur atau 

bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer yaltu Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun !975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Kompilasi Hukurn Islam dan Bahan Hukurn Sekunder, 

yaitu buku-buku ilrniah, lll8jalah, artikel dan makalah yang berkaitan dcngan 

pembahasan penulisan ini dan untuk melengkapi data pada pembahasan 

tulisan ini maka dilakukan wawancara dcngan Kepala KUA Kadipaten dan 

Pihak yang melakukan nikah sedarah. 

Analisis data dengan pendekatan kualitatif. sebagal hasH pengumpulan 

Ciata melaJui data sf:kunder yaitu studi terhadap dokumen sehingga basil dari 

analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan peraturan, 

konsep yang mempunyai rclevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

daJam pokok permasa)ahan tesis ini. 

1.5. Sistematika Penulis:an 

Tulisan ini bcrjudul Kedudukan dan Status Hukurn Terhadap Anak Yang 

Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Diterbitkan Akta Nikah Karena Alasan 

Fasad (Analisis Terhadap Putusan Makarnah Agung Nomor 417 K/AG/2003). 

Maksud dan tujuan dari sitematika pembahasan ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum dan menyeiuruh mengenai pokok 

pennasalahan yang hendak dibahas agar pembaca lebih rnudah untuk 

memahami tuUsan ini. 

Dalam pembahasan akan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Bab yang terdiri dari 

beberapa sub bah dan tiap~tiap sub bab disusun secara sistematis sesuai 

15 ibid. hal 22 
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dengan tahap-tahap uraiannya sehingga antara bab yang satu dengan bab yang 

lain sallng berkaitan. Sistematika tesis ini dibuat sebagai berikut ; 

Bab I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini diuraikan mengenai Jatar belal<ang pennasalaban, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

perrulisan. 

Bab 2 KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM TERHADAP ANAK 

YANG LAHIR DART PERKAWINAN YANG TIDAK 

DITERBITKAN AKTA NIKAH KARENA ALASAN FASAD 

Pada bah ini diuraian pembahasan dan analisa Tentang butir-butir 

pokok permasalahan, landasan teori dan deskrJpsi mengenai 

bagaimana kedudukan dan status anal< yang labir dati perkawinan yang 

tidal< diterbitkan al<ta nikab karena alasan fasad dan upaya hukum apa 

yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan anal< yang lahir 

dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah karena alasan fasad) 

dengan uraian pada sub bab-sub bab sebagai berikut : 

2.1. Pengertian perka'Winan pada umumnya dan perkawinan menurut 

Undang-Undang No I tahun 1974, 

2.2. Sahnya perkawinan~ syarat~syarat perkawinan dan rukun-rukun 

perkawinan 

2.3. Pembatalan perkav.inan dan al<ibat hukumnya 

2.4. PembataJan perkawinan karena alas an fasad 

2.5. Kedudukan anak menurut undang-undang perkawinan 

2.6. Perlindungan anak menurut undang-undang perlindungan anak 

2.7. Kedudukan dan status anal< yang lahir dari perkawinan yang tidak 

diterbitkan akta nikah karena atasan fasad. 

2.8.Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi 

kepentingan anal< yang lahir dati perkawinan yang tidal< 

diterbitkan akta nikah karena alasan fasad. 

Bab 3 PENUTUP 

3.1. Simpulan 

3.2. Saran, 

Universitas Indonesia 
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Bab ini meropakan penutup dari keseluruhan tulisan, yang berisi 

simpuJan dan saran-saran penuJis setetah meneHti, mengkaji dan 

mengana1isis data. 
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KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM TERHADAP ANAK YANG 
LAHIR DARI PERKA WINAN YANG TIDAK DlTERBITKAN AKTA 

NIKAH KARENA ALASAN FASAD 

l.t.Peogertian perkawinan pada umumoya dan perkawinan menurut 

Undang-undang No l tabuo 1974 

Perkawinan adalab perilaku rnahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

agar kehidupan di alarn dunia dapat berkembang biak dengan balk. Aturan 

tertib perkawinan sudab ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahaakan 

anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat serta para 

pernuka agama. Aturan tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat 

yang mempunyai kekuasaan pemerintahan di daJam suatu negara. Menurut 

Hilman Hadikusuma di Indonesia atwan tata tertib perkawinan itu sudah ada 

sejak zaman kuno, sejak zarnan Sriwijaya, Majapahit sampai masa kolonial 

Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. 26 Budaya perkawinan dan 

aturannya yang berlaku pada suaiu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak 

terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana roasyarakat itu berada 

serta pergaulan musyar:akatny~ hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor 

pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut 

masyarakat yang bersaogkutan. 

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya UU 

Perkawinan bagi berbagai golongan warga uegara dan berbagai daerah adalah 

sebagai berikot :27 

a. Bagi ornng·orang lnd:onesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama 
yang telah direscpsi kedolam hukum adat. Pada umumnya bagi orang·orang 
Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawirum berlnku 
ijab kabul anta.ra mempelai pria dengan wali dari mempelai wanit.a. 
sebagaimana diatur da!am huknm Jslam. Hal ini telah merupakan budaya 
hukum bag! orang Indonesia yang bemgama Islam hingga sekarong.. 

b. Bagi orang-orang Jndonesia asli Jninnya berlaku hokum adat Misalnya bagi 
crang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama 1e!ah menyaw.. 
maka pelaksanaaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang 
serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya. 

16 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkowinan Indonesia menurut Perundangon, Hukum 
Adat, Hukum Agama, Cetakan Ketiga, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), ball 

21 /bfd, hal 5 

16 
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c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang "beragama Kristen berlaku Huwelijk 
Ordonantic Christen lnr./oneyia (HOC!) 8.1933 nomor 74. Aturan ini sekarang 
sejauh sudah diarur dalam UU Pefkawinan sudah tidak berlaku lagi. 

d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan 
Cina ber!aku ketentuan~ketentuan dalam KUHPerdata dengan sedikit 
perubahart. Atu.ran ini sudah tidak berlaku lagi sekarang sejauh sudah diatur 
dalam UU Perkawinan. 

e. Ragi orang~orang Timur Asing Jainnya dan wmga negara Indonesia keturunan 
aslng lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keruronan India. 
Pakistan, Arab dan lain yang sama. bertaku hukum adat mercka masing~ 
masing yang blasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang 
dianutnya. 

t: Bagt orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) 
dan yang disamakan dengan mcreka,. berlaku KUHPerdata, yaitu Bugerlifk 
Wctboek (BW). Terrnasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang
orang Jain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas
asas hukum ke!uarga Belanda. 

Pengertian perkawinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang 

hukum ant.ara lain dilihat dari sudut pandang hukum adat, hukum agama dan 

hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan. Menurut hukum adat 

pada um~ya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti perikatan 

, perdata tetapi juga merupakan perikatan adat.u Jadi terjadinya suatu ikatan 

perkawinan bukan semata·rnata membawa akJbat terhadap hubungan~ 

hubungan keperdataan~ seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta berSarna, 

kedudukan anak, hak dan kewlijiban orang tua, tetapi juga menyangkut 

upacara-upacara adat dan keagamaan. Oleh karenanya TerHaar menyatakan 

bahwa perkawinan itu adalab urusan kerabat, wusan keluarga, urusan 

rnasyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.29 Perkawinan da1am arti 

perkawinan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap 

hukum ada! yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.30 

Menurut sudut pandang hukum agama pada umumnya perkawinan 

diartikan sebagai perbuatan yang sud, yaitu suatu perikatan antara dua pihak 

daiarn memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar 

kehidupan berkelllll1'ga dan berumah tangga serta berkembat tetangga berjalan 

dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.31 Jadi perkawinan 

diHhat dari scgi keagamaan adalab suatu perikatan jasmani dan rohani yang 

28 ibid, hal 8 
29Ter Haar, AsaNISOs dan Susunan Hulmm Adat, diterjemahkan olch Soebakti Poespono!O 

(Jakarta: Pradnya Paramita l960), hal J58 
'
0 Hilman Hadlkusuma, Lac Cit,, 

11 Ibid., 
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membawa a!cibat hukum terhadap agama yang dianut kedva caJon mempalai 

beserta keluarga kerabatnya. Khusus menurut hukum Islam perkawinan 

diartikan sebagai akad (perikatan) antara wall dari calon isteri dengan pria 

caJon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali dari piliak wanita 

ca.lon isteri dengan jelas berupa ijab (serab) dan diterima (kabul) oleh caJon 

suarni yang dilak.sanak.an di hadapan dua orang saksi yang mernenuhi syarat. 

Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah. Jadi perkawinan menurot 

Agama Islam adalah perikatan antara waii perempuan dengan calon suami 

perempuan itu. Dengan kata lain perkawinan rnenurul hukwn Islam 

diistilabkan dengan pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Pengertian Pe"rkawinan dari sudut pandang hukwn positif dapat dilihat 

dari rumusan PasaJ l UU Perkawinan yang mengartikan bahwa pcrkawinan 

adalah ikatan lahir batin a.ntara sesoorang pria dengan seora.ng wa:nita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketubanan Yang Maba Esa. Berdasarkan rumusan 

tersebut mengandung pengertian bahwa perkawinan menurut UU Perkawinan 

erat kaitannya dengan unsur agama/spiritual~ hal ini bahkan ditegaskan dalam 

penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa sebagaf Negara 

yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ke· Tubanan 

Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyal hubungan yang erat sekall 

dengan agamalkerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai 

unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathinlrokhani juga rnempunyai peranan 

yang penting. Membentuk keluarga yang hahagia erat hubungannya dengan 

masalah keturunan~ yang pula merupakan tujuan perkawinan dimana 

pameliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua. 

Konsep perkawinan menurut UU Perkawinan jeJas sangat berbeda 

dengan konsep yang djanut dalam KUHPerdata, karena berdasarkan nunusan 

Pasal 26 KUHPerdata yang menentukan bahwa undang·undang memandang 

soal perkawinan hanya dalam hubungan~hubunga:n perdata. Berdasarkan 

pengaturan tersebut, maka sahnya perkawinan hanya di lihat semata-mata dari 

hakum perdatanya s!jja, sedangkan hukum agama tidak dipethatikan. 
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Konsekuensi pengatumn tersebut, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 81 

KUHPerdata. yang menentukan bahwa "Tiada suatu upacara keagamaan 

be1eh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada penjabat agama mereka 

mernbuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipii telah 

berlangsung", sedangkan berda.sarkan rumusan mengenai pengertian 

perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan~ dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan pasal tersebut, mak:a 

dapat diuraikan beberapa unsur perkawina.n antara lain ialah :32 

a. Unsur agamalkepercayaan 
Unsur agamalkepercayaan dapat disimpulkan dan ketentuan yang 

mencntukan bahwa perkawinan berdasarkan J{etuhanan Yang Maba Esa. 
dengan demikian maka urtsur agama/kepercayaan harus meqjiwai 
perkawinan. Unsur agama ini dapat pula disfmpulkan dari Pasal2 ayat (I) 
UU Perkawinan yang menenrukan bahwa perkawinan adalah sah apabila 
dilangsungk.an menurut hukum masing-masing agama dan kepereayaannya 
itu. Oengan demikian sa}uiya perkawillan rergantung pada 
agama!Kepercayaan mempelai yang bersangkutan. 

UU Perkawinan. Perkawinan erat kaitannya dengan agama,. hal ini juga 
dapat disimpulkan dari ketenruan Pasal 8 sub f yang mengatur tentang 
larangan perkawi.nan beda agama. Pasal tersebut secara garis besar 
menentukan babwa ; Perkawinan dilarang !Ultara (lua orang yang mempUnyai 
hubungan yang oleb agamanya atau peraturan lain yang berlaku. dilarang 
kawin. Pasal 51 ayat (3) UU Perkawinan, dlmana ditentukan babwa wali 
wajib mengurus anak yang. di bawah penguasaannya dan harta bendanya 
sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kep¢rcayaan anak iersebut. 

b. Unsur BioJogis 
UU Perkawimm, memberikan jalan keluar bagi pasangan yang secara 

biologis tidak mampu memperoleh keturunan dt;ongan mcnentukan dalam 
Pas a! 4 ayat {2), UU Petkawinan : bahwa ketidakmampuan isteri untuk 
melahirkan keturunan merupakan salah satu alasan untuk melakukan 
po!igami atau beristeri Jeblh dari seorang. Ketentuan ini dapat dirasakan 
kunmg adi!, !<arena dalam hal suami yang tak mampu memberikan 
keturunan, isteri harus mampu untuk menaban diri dan berlaku sabar, dalam 
arti bagi !steri undang~unila.ng tidak memungkink:an bersuami tebih dari 
seorang. 

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) UU Perk:awinan menentukan bahwa dalam 
hal terdapat pcrkawimm dini atau perkawinan di bawah umur dalam arti 
terkandung penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat {I) UU Perkawinan 
yang mengatur mengenai usia perkawinan, yakni unruk dapat 
mclangsungkan perkawinan seoraug pria harus berusia 19 tltbun, dan wanita 
harus berusia 16 tahun, maka ketentuan tersebm mengatur mengenai 
pengecuaiJan bar.as usia tersebut, dan hal tersebut juga dapat dianggap 
sebagai suatu aturan dalarn UU Pilrkawirum yang memperhatikan aspek 
biologi&. 

c. Unsur Sosiologis 
Unsur sosioJogis dapat disimpulkan dalam Penjelasan ketentuan Pasal 

I UU Perkawinan, Undang~undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana ditentukan 
bahwa mempemleb keturunan adalah merupakan ttijuan dar:i suatu 

zz Wahyono Dannabrata dan Surini Attlan Sjruif, Hukum Perkawinan dan Keluargo di 
lmionesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas fndonesia, 2004), hal 12~l3 
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perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidika.n anak tersebut menjadi 
hak dan kewajihan orang tua. Pemebharaan dan pendidikan ini adalah untuk 
kelanjutan hidup dan kemajuan atau perkembangan anak, sedangkan 
kelanjutan hidup seseorang adalah masalah kepcndudukan yang berarti 
masalah sosial. 

Unsur sosiologis dapatjuga disimpulkan dan ketentuan Pasai 7 ayat (l} 
UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan banya diizinkan jika 
pihak pria sudah rnencapai umur 19 tahwt dan pihak wanita sudab berusia 16 
tahun, jlka dibandingkan ketentuan batas umur unruk dapat melangsungkan 
perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata yang berlaku sehelumnya {pria 
18: tahun dan wanita J 5 tabun), maka dapat k.ita simpulkan bahwa UU 
Perknwinan mempertinggi bata.s IJStaiumLtr untuk dapat melangsungl\an 
perkawinan dengan maksud untuk mengurangl laju pertumbuhan penduduk 
!<arena kelahitan, sedangkan pertumbuhan penduduk tersebut adalah masalah 
sosiaL 

d. Unsur Juridis 
Unsur Junidis adalah unsur yang sccara otomatfsldengan sendirinya 

ada. oieh karena suatu perkawinan yang dimaks.ud oleh undang~undang 
harus dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang itu sendiri 
Perkawinan sah apabila pcrkawinan tcssebut memenuhi syarnt dan prosedur 
yang ditentukan ofell undang·undang.. Aspek Jurldis tersebm dapat pula 
disim-pulkan dari Pasa.J2 ayat (2} UU Perkawinan dan Penjelasannya 

e. Unsur Hukum Adat 
Vnsur hukum adat dapat disimpulkan dari ketenruan Pasal 31 UU 

Perl<awinan tentang hak kedudukan suami-is~eri, demlldan pula Pasal36 UU 
Perkawlnan, yang meng.atur barta benda perkawinan yang mengambil azas 
dalam hukum adat, demildan pula PasRI37 UU Perkawinan yang menunjuk 
pada ketentuan bulwm- adat dalam pengaturan harta kekayaan jjka 
perkawinan putus k~na suatu perceralan. Pasal 43 UU Perkawinan juga 
rnengambil prinsip hukum adat, dirnana ditenrukan bahwa anak selalu sail 
1erhadap ibunya, dao keluarga ibtt 

Berdasarkan unsur~unsW' yang ada dalam pengertian perkawinan pada 

intinya adalah mengajak untuk me1aksanakan suatu perkawinan dengan 

memperhatikan 1ala tertib hukum yang berlaku, hal ini dimaksudkan untuk 

menja.min keabsahan dari perkawinan itu sendiri atau dengan kata lain Wltuk 

menghindarl cacat hukum dalam melakukan perkawinan. 

:2.2.Sahnya perkawioau, syarat-syarat perkawinan dan rukun-:rukun 

perkawinao 

Kata sah berarti sesuai menurut hukum yang berlaku, kalau 

perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib dari hukum yang telah 

ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jl 

Sejak berlakunya UU Perkawinan sahnya suatu perkawinan menurut 

hukwn agama di Indonesia bersifat menentukan sekali, hal ini mengingat 

1
, !bid, bal25 
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ketentuan di dalam Pasal2 ayat (I) UU Perkawinan yang menentukan bahwa: 

"suatu perkawinan barulah dapat dikatakan sah apahila perkawinan tersebut 

dilakukan menurut hukurn masing-masing agama dan kepercayaan itu". 

Hal ini berarti bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan 

menurut hukwn agamanya masing-masing berarti perkawinan tersebut tidak 

sah. Petkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catalan Sipil 

tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut agama tertentu berarti tidak sah." 

Kbusus bagi yang beragama Islam dalam Pasal 4 KHI disebutkan 

bahwa: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam" 

sesuai Pasal2 ayat (I) dari UU Perkawinan"'. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (I) UU Perkawinan maka 

perkawinan dianggap sab apabila dil~anakan menurut hukum agrunanya 

dan kepercayaannya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 2 UU 

Perkav.inan dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum 

masirtg~masiO:g agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan 

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain 

dalam undang-undang ini. 

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (I) dan penjelasannya terse but di 

atas Ny.Soemiyati menyimpuJkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan 

adalah semata~mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan 

mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. 35 Ini berarti bahwa suatu 

perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukurn agam~ 

dengan sendirJnya menurut UU Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak 

mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka hagi warganegara Indonesia 

yang beragama Islam apabiJa hendak melaksanakan perkawinan supaya 

perkawinannya sah hams memenuhi ketentuan-ketentuan lentang perkawina.n 

yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan Islam kbususnya yang sudah 

dijadikao hukum positif yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

:u Ibid, hal 29 
JS Ny. Soemiyati, Hukum Perlurwinon islam dan Undang-undang Perkawinan, Cecakan 

Keempat, (Yogynkarta: Liberty, 1999), hal62.{j3 
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Demikian juga. bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budba, 

hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan 

sahnya perkawimlfL 

Di samping ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, bahwa sahnya 

perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing· 

masing, maka menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ini ditentukan juga 

bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

Mengenal tujuan pencatatan ini dalam UU Perka'ninan tidak 

dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam Penjelasan Umwn dikatakan bahwa 

pencatatan tiap~tiap perkawinan adalah sama halnya. dengan pencatatan 

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misainya kelahiran, 

kcmatian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi 

yang juga dimuat dalam daftar peneatatan. Bagi mereka yang melakukan 

perkawinan menurut agama lsJ~ pencatatan diJakukan di Kantor Urusan 

Agama (KUA), sedangkan bagi yang beragama Ka!holik, Kristen, Budha, 

Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). 

Berdasarkan apa yang termuat da1arn penj~lasan umum itu dapat 

dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan 

peristiwa perkawinan itu menjadi jeJas, baik bagi yang bersangkutan maupun 

bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan 

tennuat pula dalarn suatu daftar yang khusus disediukan untuk itu. Sehingga 

sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai 

alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau 

dicega.h suatu perbuatan yang lain. 

Mengingat pentingnya suatu pencatatan perkawinan, maka ada 

beberapa pendapat yang mengatakan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan 

menurut UU Perkav.rinan harus memenuhi unsur ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

dan ayat (2), dengan kala lain kedua ayat tersebut harus dibaea dalam satu 

kesatuan. Karena dampak dari perkawinan yang hanya memenuhl ketentuan 

Pasal 2 ayat (l) UU Perkawinan, dampaknya akan sangat merugikan terutarna 

terhadap isteri dan anak~anak yang dilahirkannya, Karena perkawinan yang 
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te!jadi dianggap hanya sebagai perkawinan di bawah tangan atau terkadang 

disebut juga dengan istilah <>nikah sirin atau "nikah kiya.i>'' dan sebagainya. 

Namun demikian ada juga pendapat yang berbeda yaitu penrlapat yang 

mengatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan hanya bersifut 

administratif belaka dan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, 

salah satu pendapet yang mengatakan demikian adalah Ny. Soemiyati yang 

berpendapat bahwa "Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya 

suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan 

benar~benar terjadi, jadi semata-mata bersifar administratlf".36 Namun 

demikian beliau mengatakan berdasarkan pertimbangan "mas/ahah

mursalah" dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan adalah merupakan 

suatu perbuatan yang hams dilaksannkan." Pentingnya mencatatkan 

perkawinan diatur juga dalam KHI, sebagaimana terdapat dalam ketentuan 

pasal 5 dan Pasal 6 KHI, yang berbunyi : 

Pasal5 
(1}. Agar terjamin ketertiban perka\\inan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan hnrus dicatat. 
(2). Pencatatan perkawinan lersebut pada ayat {l) dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana yang dlatur dalam Undarlg~undang Nomor 22 
Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor .32 Talmn 1954. 

Pasal6 
(J). Untuk memenuhi ketentuan dalam pasa1 5, setiap perkaw!nan harus 

dilangs:ungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pem::atat 
Nikah, 

(2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pcgawai Pencatat Nikah 

tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Sebagaj penegasan tentang pentingnya pencatatan perkawinan maka 

dalam Pasal 7 ayat (I) KHI ditegaskan bahwa Perkawinan hanya dapat 

dibuktikan dengan Akta Nikab yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

Sebingga keberadaan akta nikah menjadi sesuatu hal yang penting dalam 

suatu perkawinan, hal ini bertujuan untuk membuk:tikan telah terjadinya 

perkawinanlpemikahan, sehingga akta nikahlbuku nikah menjadi bukti 

otentik telah terjadinya perbuatruv'tindakan hukum berupa perkawinan. 

;~Ibid, hal65 
37 Ibid, hal 61 
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Setelah menguralkan mengenai sabnya perkawinan maka ketentuan 

yang tidak kalah pentiognya dalam UU Perkawinan adalah berkaitan dengan 

syarat~syarat perkawinan. Mengenai syarat~syarat perkawinan, dalam UU 

Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, yang pnda 

pokoknya mengatur syarat-syarat perkawinan sebagal berlkut: 

a. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Yang dimaksud 

dengan persetujuan dalam hal ini yaitu bahwa perkawinan itu harus 

dilaksanakan berdasarkao kehendak bebas caJon mempelai pna 

ataupun caJon mempelai wanita untuk melaksanakan perkawinan. 

Pernetujuan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan 

merupnkao syarat yang penting untuk membentuk rumah tangga 

yang bahagia, kckal dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan 

itu sendiri. 

b. Adanya ijin dari kedua orang tua atau walL Ijin ini hanya diperlukan 

bagi caJon mempelai yang be!um berumur 21 tahun. Mengenai 

perlunya ijin adalah erat sekali lmbuhgannya dengan pertanggungan

jawa.b orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua 

secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya. Sehlngga 

kebebasan yang ada pnda anak untuk menentukan pilihan calon 

suamilisteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggungjawab 

orangtua. J8 

c. Da1am hal salah seorang darl kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau da!am keadaan tidak mampu mcnyatakan kehendaknya, maka 

izin cukup dipero)eh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang 

tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang 

tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk 

menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang 

memelihara atau keluarga yang mernpllllyai hubungan darah dalam 

garis keturunan Jurus k:eatas selama mereka masih hidup dan dalam 

keadaan dapnt menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan 

pendapat antara orang-orang tersehut maka Pengadilan daJam daerah 

33 M.Yahya Harahap, Hulmm Perkawinan Nasional Berdasarkan Untiang-undrmg Na.J 
Tahun 1974. Peraturon Pemerfutah No.9/J975, (Medan: CV J..ahirTrading Co, 1975), hal 36 
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hulrum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan 

atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih 

dabulu mendengar orang-orang 1ersebut. 

d. Batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang

kurangnya 19 talmo bagi calon suami dan 16 tabun bagi caJon isteri 

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (I) UU Perkawinan. Penentrum 

bat.as umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting 

sebab perkawinan sebagai suatu pezjanjian antam seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami~isteri~ harusJah dilakukan oleh 

mereka yang sudab cukup mat.ang baik dilihat dari segi biologis 

maupun psikologis. 

Menurut Amir Syarifuddin tukun dan syarat menentukan suatu 

. perbuat.an hulrum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya 

perbuatan tersebut dari segi hukum.39 Kedua kala tersebut mengandung arti 

yang sanla dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus 

diadalian. Dalaln suatu aeara perkawinan misalnya rukun dan syaralnya tidak 

boleh tertinggal, dalarn arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau 

tidak lengkap. Selain harus mernenuhi ketcntuan syarat dan rukun nikah maka 

harus juga memperhatikan faktor-faktor tentang ada tidaknya faktor yang 

mengharnbat atau menghalangi untuk teijadinya pemikahan/perkawinan. Hal 

ini ditega'lkan oleh Ibrahim Lubis yang mengatakan bahwa untuk sahnya 

suatu pemikahan (perkawinan) rnuka harus dipenuhi 3 (tiga) macarn syarat 

yaitu: 

I. Cukup dan lengkap rukun-rukun nikah; 

2. Cukup dan lengkap syarat-syarat nikah; 

3. Tidak ada sesuatu yang menghambat atau meocegah sah nikah 

terse but. 40 

Lebih lanjut Ibrahim Lubis metljabarkan mengenai ketiga haltersebut 

sebagai berikut : 41 

19 Amir Syarifuddin, llulmm Perkawinan Islam di Indonesia. Cetakan kedua (Jakarta : 
Prenada Media, 2007), hal 59. 

40 Ibrahim Lubis, Agama Islam Suatu PenganJar, Cetakall Pertama, {Jakarta : Ghalia 
Indonesia, 1982), hal345. 

41 Ibid. bal34?-350. 
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Dalam ke~entuan hukum lsl&n yang lermasuk kedalam rukun 

perka\'1/lnan atau rukun nikah, yaitu : 

I. Calon mempelai lald-laki; 

2. Calon mempelai perempuan ; 

3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan 

perkawinan; 

4. Dua orang saksi; 

5. !jab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh 

suami. 

Perkawinan yang tidak memenuhi rukun-rukun nikah dan segala 

persyarataonya maka perkawinan tersebut termasuk kedalarn pernikahan yang 

nilwhul bathil, sedangkan jika syarat-syarat yang tidak dipenuhi maka disebut 

dengan nikahfasid a.tau fasad, sehingga terhadap pernikahao yang demikian 

dapat dilakukan pembatalanldibatalkan. 

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun nikah dapat 

dilihat dari penjelasan Ibrahim Lubis sebagai berikut :42 

I. Syarnt~syarnt calon suami yang sah nikah; 
a. Tldak muhrim bagi perempuan yang dinikahinya, baik karena nasab, 

sesusuan, perkawinan; 
b. Tidak beristri empat orang; 
c. Tidak bo!eh seorang suami menikahi perempuan lebih dari empat orang, 

walaupun telah diceralkan isteri keempat, tclapi masih iddah raj 'i; 
d. Dengan kemauan sendiri; 
e. Tidak sah nlkah dengan paksa; 
f, Tertentu orangnya., ditcntukan lakl~laJd mana (tertentu) dengan perempuan 

lertentu~ 

g. Terung ia scot;lng lakHaki, bukan bonci~ 
h. Mengetahui siapa cal on isteri~ 
L Beragama Islam; 
j. Tidak sedang mengeljakan haji atau umrah; 
k. fidak mempunyai isteri yang haram dimndu dengan caJon isteri, 

2. Syarat-syarat cal on isteri yang sah nikah : 
a. Tidak muhriro bagi laki-)aki yang meiJikahinya; 
b. Tidak isteri orang lain dan tidnk rlalam masa iddah dari suaminya; 
c. Beragama Islam; 
d. Terang ia seorang perempuan bukan seorang banci; 
e. Tertentu orangnya; 
t Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah. 

3, Syaral-syarat sah jadi wali : 
a. Baliq; 
b. Berakal, bukan gila; 
c. Merdeka; 
d. Lakl-laki; 

~2 Ibid., 
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e. Tidak pasik, orang Islam; 
f. Dengan kemauannya; 
g. Tidak sedang hajl atau umrab; 
h. Tidak rusak pildrrumya. 

4. SyaraH;yarat sah jadi saksi : 
a Sudab baliq; 
b. Bcrakal, bukan gila; 
c. Islam; 
d. Lakl-laki; 
e. Adil, bukan tasik; 
f. Merdeka; 
g. Mendengar, bukan tuli; 
h. Melihat, bukan bura:; 
L Berkata-kata, bukan bisu; 
j. Mengerti maksud ijab dan kabul; 
k. Tidak menghafal (orang yang tidak dapat meogingat dengan betul); 
I. Orang yang menjaga kesopanan dirinya 

5. Syarat-syarat akad nikah (ijab kabul} c 
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a Berturut-turut antara ijab dan kabul, tidak sah jika amara keduanya ada 
pembicaraan fain atau diam yang lama; 

b. Bersetuju dengan ljab kabul; 
c. Di dengar oleh kedua orang saksi serta mengerti maks.udnya; 
d. Tidak beMaklik, tidak sah beNaklik misalnya walt mengijabkan, "'Saya 

nikahkan engkau dengan anak saya (si A) jika telah ben::erai dengan 
suaminya"; 

e. Tidak terbacas tidal< sah jika dibat.a.si (lamanya) dalam ijab dan kabul, 
misalnya wali menikahkan sebulan dan sebagai.nya; 

f. Tidak disebot dalam ijab dan kabul sesuatu yang merupakan maksud ni.Kah, 
misalnya wall mengijabkan aqad nlkah dengan syarnt babwa suami sesudah 
aqad nikah ak:an mcntalak isterinya. 

Kalau di!ihat ketentuan di dalam UU Perkawinan yang mengatur 

tentang syarat-syarat untuk metangsungkan perkawinan yang disebutkan pada 

Pasal 6 sampai dengan Pasal 12; maka diantara syarat-syarat tersebut bila 

dihubungkan dengan KHl terdapat kesamaan perihal larangan kawin yang 

mana aturan ini rnenentukan keabsahan perkawinan. Sehingga jika melanggar 

larangan kawin maka perkav.ina.n itu tldak sah. 

Perkawlnan yang dilarang tersebut antam Jain : 

a. Perkawinan yang dilangsung,kan oleh para pi.bak yang masih dalam hubungan 
keluargaldatah yang tidak boleh kawin (Pasal 8 UU Perkawinan I Pasal 39 
KHI). 

b. Perkawinan yang dilangsungkil.r! oJeh para pihak dimana rnempclai wanitanya 
masih dalam ikatan perkawinan dengan pihak Jain (Pasal 9 UU Perkawinan l 
Pasal40 point a KHJ). 

c. Perkawinan yang dilangs.ungkan oleh pam pihak dlmana mempelai wanilanya 
adalah janda yang masih dalam wakru tunggu (Pasal ll UU Perkawinan I 
Pasal40 polnt b KHD. 
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d. Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak dirnana wali nikahnya tld:ak 
sab dan perkawinan yan~ dilangs1..111gkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi 
(Pas.d 26 ayat (I) Kill). 

Larangan perkawinan karena adanya hubungan sedarah (sesuai dengan 

penelitian peneliti) seperti disebutkan dalam Pasal 8 UU Perlcawinan adalah 

perkav..inan dilarang antara dua orang yang : 

a. Berhubungan darah dalam garis ketunman ke bawah ataupun ke atas. 
b. Berhubungan darah dalam garis kerurunan menyamping yaitu antara saudara, 

antara se<Jrang dengan saudara or.mg tua dan antara .seorang dengan saudara 
neneknya. 

c. Berhubungan semenda. yaitu mertua, anak tiri, menanm, dan ibul ayah tiri. 
d. Berhubungan .susuan, yaltu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan 

dan bibi/ pam an susuan. 
e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri. 

dalam Jlal seorang suami beristrl Jebih dari seorang. 
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yag berlaku, 

dilarang kawin. 

Adapun larangan kawin dalam Pasal 39 KHI adalah sebagai berikut : 

Dilarang meJangsWigkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 

wanita disebabkan : 

L !<.arena pertalian na.'\ab : 
a-. Dengan seorang wanita yang 'meJahirkan atau menurunknnnya atau 

keturunannya. 
b. Dengan seomng.wanita keturunan ayah atau ibu. 
c. Dengan soorang wanita saudara yang melahirkannya. 

2. Karena pertalian Slitmbat semenda : 
a. Deegan seorang wanita yag melahirkan lstrinya atau bekas istrinya. 
b. Dengan seorang. wanita bekas istri orang yang menwunkannya. 
c. Dengan seonmg wanita ketunman istri atau beli:as istrinya, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isrrinya iru qobia ol dukhul. 
d. Dengan seotang wanita bekas keturunannya, 

3. Karena pertalian sesusuan 
a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus 

keatas:. 
b, Deng.·m seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kc 

bawah. 
e. Dengan seotang wanita saodara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke 

bawah. 
d. Dengan seorang wanila bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, 
e. Dengan anak yang disusui oleh lstrinya dan keturunannya, 

Terhadap perkawinan-perkawinan tersebut di atas dapat dibatalkan 

atau dapat diminta pembatalannya, karena terhadap pemikahan yang 

demikian terdapat syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang 

43 Abdurrahman dan Riduan Syahran!, Masalilh-masalah Hukum Perkawinan di i11donesia. 
(Bandung: Alumni, 1999), hal39 
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dilanggar salah satunya yaitu terhadap pemikahan yang terjadi dimana antara 

pihak laki-laki dan pihak perempuan masih mempunyai hubungan darah. 

2.3. Pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya 

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang herupa 

keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu 

dinyalakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap 

tidak pemah ada44 Dari pengertian pembatalan perkawinan itu dapat ditarik 

kesimpulan, yaitu bahwa perkawinan dianggap tidak sah (no /ega/force), dan 

dengan sendirinya perl<awinan tersebut dianggap tidak pemah ada atau 

ba!al." Karena itu pihak !aki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya 

dibatalkan dlanggap tidak pernah kawin. Dengan demikian maka mereka 

tidak pemah heikedudukan sebagai suami-isteri. Jadi berdasarkan pengertian 

tersebut di atas, istilah batalnya perkawinan oleh para sarjana hukum 

dianggap tidak tepat, lebih tepa! kalau dipergunakan istilah perkawinan dapat 

dibatalho. 46 Hal ini atas daSar pemikiran bahwa llpabila perkawinan itu tidak 

mernenuhi syarat, barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan di 

muka pengadilan. Jadi istilahnya bukan batal atau nietig akan tetapi 

dibatalkan atau vernietigbaar. 

Pengertian pembatalan perkawinan tidak disebutkan secara jelas baik 

dalam UU Perkawinan maupun KHI. 

Pengertian pernbatalan perkawinan secara umum menurut hukum Islam ada{ah 
termasuk dalam pct1genian Fasakh, ya:itu yang betarti mencabut atau 
membata!kan. Di dalamnya terkandung mengerrian bahwa Fasokh inl 
memperlihatkan kekuasaan seornng Qudhi (hakim) lslam untuk mencabul atau 
membatalkan suatu pcrkawinan atas perrnlntaan dari p:ihak isteri. Jadi Fasaklt 
adalah semacam perccrnian dengan keputusan Pengadilan {bakim) atas perminraan 
dari pihak isteri.47 

44 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Op Cit, hal 59 
4
' Ibid., 

.w Ibid., 
n H.M. Djamil Latief, Aneka Hulwm Perceraion di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 

!981), haL 40. 
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Menurut Sayiq Sabig pengertian pembalalan perkawinan adalah 

~•memasakhan akad nikah, yakni menanggalinya sehingga batallah hubungan 

antara suami dan isterP'.43 

Fasakh ini timbul atau teljadi karena ada syarat yang tidak 

terpenuhi menurut akad nikah atau ada sebab yang datangnya kemudian 

yang menghalangi kelangsungan perkawinan. Dalam kaitannya dengan 

penelitian yang peneliti teliti. Fasakh ini timbul karena adanya syarat yang 

tidak terpenuhi menurut akad nikah yakni meskipun nikalmya sudah 

sempuma akan tetapi ternyata pasangan tersebut memiliki hubungan darah. 

Jadi menurnt peneliti dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan pembatalan perkawinan adalah diputuskannya hubungan perkawinan 

dari ikatan sebagai suami istri oleh bakim. (Qadhl) pengadilan dengan 

ketentuan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu 

maupun kedua belab pihak terbukti dengan benar tidak memenuhi baik rukun 

ataupun syarat untuk melangsungk:an perkawina.n. 

Pembatalan perkawinan dalam hakum !slam erat kaitannya dengan 

nikahul bat hi/ dan nikah fasid!fasad. Nikahul bat hi/ adalah pemikahan yang 

dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi rukun nikall 

yang ditetapkan syara · tidak terpenuhi, sedangkan nikah fasid atau nikah 

fasad adalah nikab yang dilaksanakan oleb seorang laki-laki dengan wanita 

tetapi syarat-syarat yang ditetapkan syara' tidak terpenuhi. Kedua hal ini 

nuansanya sui it dibedakan. Hukum kedua pemikaban ini adaleb tidak sah dan 

harus dibatalkan. 

Di dalam UU Perkawinan dan PP No. 9 tebun 1975 serta KHI tidak 

secara tegas rnenya!akan adanya Jembaga nikahul bathil dan nikah fasid, 

hanya ada pasai-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan dan lata 

cara permintaan pernbatalan serta alasan-alasan yang diperbolehkan 

mengajukan pembatalan perkawinan saj~ tetapi substansi dalam praktek 

pemba1alan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah karena adanya 

kurang rukun atau syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu 

perkawinan. Dengan demikian secara tersirat dapat diketahui bahwa nikahul 

~s Saylq Sabiq, Tnlok dan Mengas11h Anak, Cetakan Pertama, (Jakarta ; Kalam Maria 
1990), hall 55. 
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bathil dan nikah fasid diakui eksistensinya di dalam UU Perkawinan dan 

Peraturan Pelaksananya rnaupun KHI sendiri. 

Karena hukum Islam tidak mengenal lembaga pembatalan 

perkawinan, maka seyogyanya perkawinan yang kurang rukun nikahnya 

(nikah bathil) dan kurang syarat-syarat nlkahnya (nlkah fasid) dalam 

melangsungkan perkawinan adalah dianggap batal dengan sendirinya begjtu 

diketahui adanya rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi. Narnun dalarn 

UU Perkawinan menyatakan bahwa tidak ada suatu perkawinan yang 

dianggap sendirinya batal menurut hukum sarnpei diputuskan pengadilan, 

sebagaimana yang diaruanatkan Pasal 37 PP No. 9 tahun 1975 yang 

menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh 

PengadUan. Ketentuan pasal tersebut sangat realistis karena suatu perkawinan 

yang dilaksanakan secara yuridis fonnal rnaka untuk menghilangkan legalitas 

yuridis itu haruslah melalui putusan pengadilan. Tentang hal ini tidak peduli 

apakah pernlkahan itu kurang rukun atau kurang syarat yang ditentukan 

hukum agama masing-masing pihak atau pernturan perundan-&-undangan yang 

berlaku. Pembatalan perka\Vlnan atas dnsar putusan pengadilan itu diperlukan 

agar terjarninnya kepastian hukum terutarna bagi pihak yang bersangkutan, 

pihak ketiga dan masyarakat yang terlanjur mengetahui adanya perkawinan 

tersebut. 

Perihal pembatalan perl.:awinan dalarn UU Perkawinan pengaturannya 

tennuat dalarn bab IV, pada Pasal 22 sarnpai dengan Pasal 28 yang diatur 

lebih lanjut dalaru PP No.9 tahun 1975 dalarn bab VI Pasal 37 dan 38,juga 

diatur dalam KHI di bah XI mulai dari Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. 

Dalam Pasa) 22 UU Perkawinan menyatakan "perkawinan dapat 

dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan". Kata "dapat" pada PasaJ ini menurut penjelasan 

Pasai 22 UU Perkawinan tersebut diartik:an "bi<;a batal'' atau l<bisa tidak 

batal'', bi1amana l<etentuan hukum agamanya ma.sing-masing tidak 

menentukan lain_ 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang 

dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dlbatalkan 
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apabila cacat hukum dalarn palaksanaannya. Perkawjnan batal demi hukum 

apahila dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 KHI yaitu antara lain 

(yang berlmbungan dengan panelilian peneliti) : 

a. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai 

hubungan darah dalarn garis keturunan lurus ke bawah dan ke 

at as. 

b. PerkaMnan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis keturw1an menyamping yaitu 

antara saud~ antara seseorang dengan saudara orang tua dan 

antara seorang dengan saudara neneknya. 

c. Perkawinan diiakukan antara dua orang yang mempunyai 

hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu 

atau ayah tiri. 

Selanjutnya parkawinan dapat dibatalkan sebagaimana disebut dalam 

Pasal 71 KHI yakni antara lain : 

(I) Seseorang melakukaa poligami tanpa iZin Pengadilan Agama. 

(2) Perempuan yang dikawini temyata ma~ih menjadi isteri pria Jain 

secarasah. 

(3) PerkaMnan dilaksanakan dengan paksaan. 

Pengadilan Agama dapat membatalkan pemikahan tersebut atas 

parmohonan pihak -pihak yang berkepentingan. Ada pun mereka yang berhak 

mengajukan pennohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana 

disebut dalarn Pasal23 UU Perkawjnan dan Pasal 73 KHI, yaitu : 

(I). Para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dari suomi 

atau isteri; 

(2). Suami atau isteri; 

(3). Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkaMnan 

menurut Undang~Wldang; 

(4). Para pihak yang herkepentingan yang mengetahui adanya cacat 

dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum !slam dan 

peratw-an Perundang-undangan. 
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Ad. I. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke be.wah dari suami atau 

isteri. 

Keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri disini 

meHputi ayah, ibu~ kakek. nenek, seterusnya ke ata.<; dari suami atau 

isteri. Sedangkan garis keturunan lurus ke bawah adalah anak -anak, 

c:uCU1 dan seterusnya ke bawah dari suami atau isteri. 

Dengan demikian, maka keluarga dalam garis keturunan lainnya tidak 

berhak untuk mengajukan suatu pennohonan pembatalan perkawinan 

di Pengadilan. Namun apabila mereka mengetahui adanya persyaratan 

dalam suatu perkawinan tidak terpenuhi, maka mereka diharapkan 

bisa memberitabukan hal itu keparla pibak yang berhak untuk 

mengajakan permohonan pembatalan. 

Ad. 2. Suami atau isteri. 

Suami atau isteri di sini adalah suami atau isteri dalam suaru 

perkawinan yang dirnoboukan pembatalannya ke Pengadilan. 

Ad. 3. Pejabat yang berwenang mengawa~:~i pelak:sanaan perkawinan menurut 

Undang-undang. 

Dimaksudkan dengan pejabat yang herwenang disini adalah pejabat 

yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk mencatat 

masalah yang berkenaan dengan perkawinan, percera.ian, dan rujuk. 

Pejabat dimaksud adalah pegawai pencatat dari Kantor Urusan 

Agama. 

Ad. 4. Para pihak yang herkepentingnn yang mengetahui adanya cacat da!am 

rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan 

Perundang-undangan" 

Mereka yang dianggap mempunyai kepentingan disini adalah mereka 

yang memiJiki kepentingan hukum secara langsung terhadap 

perkawinan tersebut seperti misalnya pegawai yang berwenang dari 

Kantor Pengadilan Agama. 

Mengenai prosedur pembatalan perkawinan haruslah melihat kepada 

PP Nomor 9 tahun I 975 tentang Pe!aksanaan UU Perkawinan. 
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Adapun prosedcr pembatalan perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 

38 PP No.9 Tabun 1975, yang menyebutkan : 

(!). Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajuka.n pihak·pihak yang berhak 
meng;Uukannya k:epada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
berlangsungnya perkawinan, atau tempat ringgal kedua suami lsteri, suami atau 
isteri. 

(2). Tatacara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara 
pengajuan gugatan percera.ian. 

(3). Hal-hal yang berhubungan deng.an panggilan, pemerik.saan pembatalan 
perkawinan dan putusan pengadllan, dilakukan sesuai dengan w.tacara tersebut 
dalam Pasa\ J6 peraturan pcmerimah inL 

Pengadilan yang dimaksud adalab Pengadilan Agama bagi yang 

beraga.ma Islam dan Pengadilan Neger:i bagi yang beragama non-muslim. 

Dari ketentuan Pasal 38 PP No. 9 Tabun 1975 di atas, maka se=a 

umum dapat dikatakan bahwa prosedur pemhata!an perkawlnan khususnya 

bagi yang beragama Islam dilaksanakan sebagal berikut : 

Pihak yang berhak memohonkan pembatalan perkawinan mertgajukan 

surat perroohonan k.e Pengadiian Agama yang wilayah hukumnya meliputi 

tempat tinggal suami isteri atau tempat dilangsungkannya perkawinan. Surat 

tersebut berisikan permohonan supaya Pengadilan mernbatalkan perkawinan 

dimaksud disertai dengan alasan~aJasan dan merninta agar Pengadilan 

bersidang w1tuk itu. 

PengadUan kemudian mempelajari surat permohonan tersebut. dan 

memanggil pemohon, suami isteri, suami atau isteri untuk dimintai penjelasan 

sehubungan dengan pennohonan tersebut, pemanggilan jtu dilakukan dalam 

jangka 30 hari sejak diterimanya surat permohonan tersebut. 

Setelah terbukti pcrkawinan tersebut memenuhi persyaratan untuk 

dibatalkan, maka baruiah Pengadilan mengeluarkan keputusan yang 

membatalkan perkawinan yang diucapkan didalam sldang yang terbuka untuk 

umum. 

Kemudian karena kewajibannya Panitera Pengadilan Agama atau 

pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim satu heiai salinan putusan 

Pengadilan tadi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau telah 

dikukuhkan tanpa bcnneterai kepada Pegawai Pencatat di daerah mana 

pembatalru:1 perkawinan ter:sebut terjadi, dan oleh pegawal pencatat putusan 
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itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk 

itu. 

Prosedur demikian juga dapat dilihat di dalam Pasal 74 point a KBI 

(meskipun KBI tidak mengatur secara rinci bagaimana prosedurnya) yang 

menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke 

Pengadibm Agarna yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istcri atau 

tempat dimana perkawinan tersebut dilangsWJgkan. 

Menurut Pasal 28 ayat (l) UU Perkawinan, "Suatu perkawinan 

dinyatakan batal apabila telah ada keputusan Pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukurn yang tetap, dan diberlakukan secara surut hingga saat 

berlangsungnya perkawinan". Hal ini senada dengsn Pasal 74 ayat (2) KHl 

yang menyatakan bahwa "'Batalnya suatu perkawinan dimulai sejak atau 

setelah putusan Pengadilan mernpunyai kekuatan hukum yang tetap dan 

berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Oleb karenanya dengan 

adanya putusan Pengadilan Agama ini, maka berlaku keadaan semula 

sebelurn perkawinan itu dilaksanakan. 

Akan tetapi di dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan pengecualian 

dari daya surut putusan tersebut adalah terhadap : 

l. Anak-anak yang 1ahir dari perkawinan tersebut; 

2. Suami atau lsteri yang bertindak dengsn itikad baik kecuali 

terhadap haria benda bersama, hila pembatalan perkawinan 

didasarkan alas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; 

3. Orang ketiga lainnya sepanjang memperoleh hak-hak dengan itikad 

balk sebelum putusan tentang pembata1an mempunyai kekuatan 

hukurn yang tetap. 

Pada KHI1 pengecualian terhadap putusan pembatalan perka'Winan 

terdapat dalarn ketentuan Pasal 75 dan 76. Pada Pasal 75 KBI menyebutkan, 

keputusan pembatalan perkawinan tidak ber!aku surut terbadap: 

a. Perkawinan yang bat.al karena salah satu pihak dari suami atau isteri munad; 
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
c. Pihak ketika sepanjang mereka mempemleh hak~huk den:gao itikad baik, 

sebelum kepuwsan pembatalan perkawinan mempunyai kekl.lil:tan hukum yang 
1ew.p. 
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Pasal 76 KHI menyebutkan bahwa: "batalnya suatu perkawinan tidak 

akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya", 

Segala akibat hukum sehubWlgan dengan batalnya suatu perkawinan 

tidak jauh berbeda dengan akibat hukum dari perkawinan yang putus, baik 

karena perceraian ataupWl karena kematian. 

Seperti halnya perkawinan yang putus karena peroeraian atau 

kematian, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dinyatukan batal 

ini juga beTStarus sebagai anak yang sah. Kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh orang tuanya tidak dipikulkan kepeda anak-anak yang lahir 

dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian, anak-anak tersebut 

mempunyai status hukum yangjelas dan resmi dari orang tua mereka. 

Demikian juga halnya dengan harta benda yang ada dalam 

perkawinan, juga akan diatur sebagaimana pengaturan terhadap harta benda 

dalam perkawinan yang putus akibat perceraian rnaupun kematian. 

Segala ikatan hukum bidang keperdataan yang diperbuat oleh suami 

isteri sebelurn perkawinannya dibatalkan edidah sah baik· terhadap harta 

bersama maupun terhadap harta kekayaan pribadi masing-masing. 

2.4. Pembatalan perkawinan karena alasan fasad 

Pembatalan Perkawinan karena alasan fasad atau nikah fasid dalam 

penelitian ini ada1ah dikarenakan terjadinya perkawlnan atau pemikahan 

dimana antara suami dan isteri maslh mernpunyai hubungan sedarah (nasab). 

Perkawinan sedarah dalam kasus yang diteliti adalab perkawinan antara 

nenek dengan cucu secara garis menyamping dirnana yang bertindak sebagai 

wali adalah kakak seayah dari mempelai wanita dan juga sekaligus kakek dari 

mempe!ai pria, Dimana perkawinan ini tetjadi dengan alasan keluarga sudah 

tidak dapat mencegah terjadinya perkawinan dikarenakan antara calon 

mempelai wanita dengan calon mempeJal pria sudah sangat saling mencintai) 

sehingga sulit unruk dipisahkan, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak 

keluarga untuk mencegah tetjadinya cinta terlarang antara nenek dan cucu 

tersebut, diantaranya dengan memisahkan jarak antara keduanya. Dimana 

menurut penjelasan dari lbu calon mempelai wanita yang mengatak:a.n bahwa 
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setelah diketahui anaknya menjalin cinta terlarang dengan eucu dari kakak 

seayalmya, maka kemudian anak perempuannya tersebut disekolahkan di 

Bandung, kemudian dipindahkan lagi ke Jogyakarta49
, namun dernikian upaya 

tersebut tetap tidak berhasil, karena diantara keduanya tetap saja 

berhubungan, melihat gelagat yang demikian maka akhimya kakek dari 

mernpelai pria yaitu H. AS yang sekaligus merupakan kakak seayah dari 

mempelai wanita menikahkan keduanya, dihadapan petugas KUA Kadipaten, 

Majalengka. Menurut pengakuan dari H. AS, hal ini terpaksa dilakukan 

daripada teljadi perzinahan dan ada kekhawatiran cucunya akan melakukan 

bunuh diri jika tidak dinikahkan dengan NHSR so yang merupakan adik 

seayah dari H. AS. 

Pemikahan dilakukan di KUA Kadipaten, Majalengka, dikarenakan 

adanya.penolakan dari KUA tempat kediaman kedua calon mempelai yaitu di 

Daerah Kecamatan Sukra lndramayu, dimana seharusnya yang berwenang 

me!angsungkan pencatatan petuikahan adalah KUA Sukra lndramayu. 

Pernikahan tersebut dapat dilangsungkan di KUA Kadipaten, M~alengka 

karena adanya peranan yang cukup dorninan dari Kakek dari mempelai pria 

yang sekaligus kakak seayah dari mempelai wanita yaitu H. AS, yang burasal 

dari Kadipaten, Majalengka Hal ini berdasarkan keterangan dari Hj. CBW 

yang mengatakan bahwa kakak seayah dari anaknya banyak berperan dalam 

melangsungkan pernikahan tersebut. Pemikahan 1ersebut dapat berlangsung 

meskipun pamikahan tersebut tidak mendapat izin dan tidak dihadiri oleh Hj. 

CBW yang merupakan !bu dari mempelai wanita yaitu NHSR. Menurut 

keterangan dari Hj. CBW t dia tidak mengetahui terjadinya perkawinan 

tersebut, dia baru mengetahui tent:ang pernikahan putrinya, pada saat 

menelpon ke Jogyakarta dan mendapat kabar bahwa putrinya tidak ada di 

tempat koslnya karena sedang pulang ke lndramayu, kemudian berdasarkan 

keterangan dari segenap tetangga di ternpat kediamannya yang juga 

herdekatan dengan kediaman keluarga besar mempe!ai pria karena masih 

dalam satu kampung, yang mengatakan bahwa rombongan dari keluarga 

busar mernpelai pria dan juga anak perempuan yang dicarinya yaitu NHSR 

4
" WaVr'allcara dengan Hj. CBW, tanggal12 Februari 2009 

'
0 Wawancaradengan R AS, t.anggall2 Februari 2009 
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pergi menuju Kadipaten, MajaJengka untuk melangsungkan perkawinan. 

Mendengar kabar tersebut Hj. CBW langsung menyusul ke Kadipaten untuk 

membatalkan prosesi pemikahan anaknya tersebut, namun upaya untuk 

membatalkan terjadinya pemikahan tersebut sudah terlambat, karena 

pemikahannya sudan dilangsungkan di hadapan Petugas KUA Kadipaten 

sebelum Hj. CBW tiba dilokasi pemikahan, meskipun demikian atas dasar 

keterangan dari Hj. CB\11, yang menjelaskan habwa pemikahan tersebut harus 

dlbatalkan karena diantara kedua mempelai masih mempunyai hubungan 

darah (nasab), maka berdasarkan hal tersebut dan juga karena adanya desakan 

atau protes dari kalangan Majelis Ularna Indonesia di lndrarnayu yang 

memprotes pemikaban terSebut. KUA Kadipaten menyatakan pemikahan atau 

perkawinan antara NHSR dengan HO adalah fasad sehingga dianggap tidak 

pemah tCijadi pemikahan, hal ini disertai dengan tidak diterbitkannya akta 

nikah atau buku nikah dalarn pemikahan ternebut5 1 Sehingga sampai dengan 

saat ini pernikahan tersebut tidak pernah rnemiliki akta nikah, wala:upun 

seeara de facto antara NHSR dengan HO Ielah leljadi pemikahan bahkan 

satnpai dengan saat ini hidup dalam satu rumah tangga, bahkan sarnpai saat 

ini sudan memiliki 2 (dua) orang anak. 

Perkawinan yang masih memiliki hubungan darah (nasab) dalam 

hukum Islam dilarong, karena dalam aturan agama Islam (jiqih) dikenal 

konsep muhrim yang mengatur hubungan sosial diantara individu-individu 

yang masih sekerabat (memiHki pertalian darah). Bagi seseorang tidak 

diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang 

tua, kakek atau nenek, saudara kandung. saudara tiri, saudara dari orang tua, 

kernenakan serta cucu. Jadi perempuan yang bo!eh dinikahi menurut hukum 

Islam ialah yang bukan muhrim bagi Jaki-laki, perempuan muhrim t)dak 

boleh dinikahi. 

Perkawinan yang meianggar ketentuan muhrim adalah tidak sah 

secara hukum, karena meskipun perkawinan telah memenuhl seluruh rukun 

dan syarat yang ditentukan be)um tentu perkawinan tersebut sah~ karena 

masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah teriepas dari 

11 Wawaneara dengan Hj.CBW, tanggal t2 Februari 2009 
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segala hal yang mengha!angi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan 

larangan perkawinan. 

Yang dimaksud dengan lara.ngan perkawinan menurut Arnir 

Syarifuddin adalah orang-orang yang tidak boleh melakakan perkawinan." 

Dalam hal ini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh 

dikawini oleh seorang lakHaki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak 

boleh mengawini seorang perempuan. 

Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. 

Larangan perkawinan itu ada dua macam :53 

Pcrtama : Ianmgan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanyn dalam arti 
sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki~laki dan perempuan itu tidak 
boleh melakukan pcrkawinan. larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbod. 
Kedua ; 1a:rangan perkawinan bertak:u umuk sementara waktu datam arti larangan itu 
berlaku .dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu 
tertentu iru sudah berubah ia sudab tidak lagi menjadi ha;-am. yang diSebut mahram 
muaqqal. 

Sebab-sebab yang menjadikan perempuan baram dinikahi untuk 

selama-lamanya a tau masuk kedalam mahram muabbad, yaitu- karena 

pertalian darah, semenda dan sesusuan, sedangkan sebah-sebab yang 

menjadikan hararn untuk sernentara waktu, yaitu antara lain :54 

1. Menghimpunkan antara dua orang yang bersaudara atau 

bermahram; 

2, PerCmpuan yang telah ditalak tiga kali, sebelum berkawin 

dengan laki-laki yang lain. 

Sebagaimana teleh disinggang di atas bahwa salah satu larangan 

terhadap Perernpuan yang haram untuk dikawini adalah dengan alasan adanya 

pertalian darah~ dalarn hukw:n Agama Islam hal ini sudah secara tegas 

tertuang dalam QS an-Nisa' ayat 23 : 

Yang artinya : 

"Diharamka.n atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara
saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu. anak
anak saudara laki-lakimu, anak-anak saudara perempua:nmu" 

5~ Amir Syarifuddin, Op Cit, hal 109 
"

3 Amir Syarifuddin, !bid, hal 110 
$4 Mahmud Yonus. Hukum Perk.awinan DQiam Islam. cetakan keempat (Jakarta : CV AI 

Hidajah, 1968), hal. 33. 
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Amir Syarifudin mengatakan bahwa tujuh orang yang disobutkan di 

atas da!am ayat Al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan 

demikian, dapat pengertiannya dikembang)<an seeara vertikal atau horizontal. 

Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap percmpuan 

yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu 

adalah:" 

1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan sererusnya dalam garis lurus ke atas. 
2. Anak, anak dari anak iaki-laki, anak dan anak perempuan, dan seterusnya 

menurut garus lurus ke bawah. 
3. Saudara, baik kandung. seayah, atau seibu. 
4. Saudara ayah, bail< hubungannya kepada ayah secara kandung. seayah atau 

:seibu; saudara kakek. baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya 
menurut garis lllf'US ke atas. 

5. Saudara ibu, baik hubungan.nya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah 
atau seibu; saudara nenek kandung, seayah aLau seibu, dan seterusnya dalam 
garis-lurus ke atas. 

6. Anak saudara !aki-la!U kandung, seayah atau seibu; cueu saudara laki-laki 
J.:andung, seayah atau seibu; dau seterusnya dalarn 'garis lurus ke bawah. 

7. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau selbu; cucu saudara kandung, 
seayah atau seibu, dan seterosnya dalam garis lurus ke bawah. 

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh. kawin untuk selama

lamanya karena hubungan kekerabatan dengan Jaki-laki tersebut dibawah 

ini.s6 

J _ Ayab, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atns. 
2. Anak laki~!aki, anak laki-lakf dari anak laki-laki atau amok perempuan. dan 

seterusnya ke bawah. 
3: Saudara-saudl!nf Jaki~Jaki kandung. seayah alau seibu. 
4. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; 

saudara laki-laki kakek, kandung al.atl seayah arau seibu dengan kakek, dan 
seterusnya kc atas. 

5. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah arau seibu dengan ibu; 
saudam laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan 
seterusnya ke atas. 

6. Anak !aki~laki saudaro laki-laki kandung, scayab atau seibu: lald-laki dari 
saudaro laki-!aki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya mcnW'\lt garis 
lurus ke bawah. 

7. Anak laki-laJd dan saudara percmpuan, kandung, scayah atau scibu, cucu 
laki-laki dari saudarn perempuan kandung, scayah atau scibu dan setcrusnya 
dalam garis lurus ke bawall. 

Larangan terhadap perkawinan yang memiliki pertalian darah juga 

terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya : 

"Diharatukan karena sebab susuan, apa-apa yang diharnmkan karena 

sebah keturunan (pertalian darah}". 

5s Amir Syarifuddin, Op Cit,,hal J J 1 
3

" Amir Syarifuddin,/bid., 
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Demikianlah berdasarkan ketentllllll hukum Islam yang Ielah secara 

tegas melarang parkawinan antara keluarga yang ada pertalian darah, 

pertalian semenda dan pertalian susllll!l seperti ter-makJub dalam ayat Al

Quran dan hadistnya tersebut di atas, dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan 

siape-siapa yang tidak ooleh saling menikahi. Pada dasarnya ketentuan in.i 

adalah ketentuan yang universa1, berkenaan dengan perkawinan sedarah atau 

incest taboo51 atau "sumbang" dalam istiJah KUHPerdata. Incest adalah 

sexual intercourse between close relatives, sedangkan taboo bennakna 

something that is forbidden because of strong religious or social custom, 58 

Dengan demikian incest taboo atau sumbang merupakan sesuatu yang harus 

dihindari karena alasan ketidakpaeatan secara sosial dan budaya. 

Tidak hanya Islam yang melarang perkawinan sadarah, um\lmnya 

semua agama besar dan bangsa-bangsa di dunia melarang perkawinan antara 

rnereka yang memiliki hubungan dareh. Di Tiongkok, Cina sejak berabad

abad lamanya dilarang kawin antara mereka yang memiliki hubungan darah. 

Begitu juga pada ban gsa Y ahudi di zaman purba, dilarang perkawinan antara 

mereka yang berbubungan darah. Perkawinan sedarah tidak diperboiehkan 

pada hampir semua masyarakat di dwlla. Akan tetapi, beberapa budaya di 

dunia juga ada yang mentoJeransi perkawinan sedarah ini untuk kepentingan

kepentingan tertentu. seperti polidk atau kemumian ras. Adapun contoh

contoh dari perkawinan sedarah antara lain : 

L Suku Polahi di Kabupaten Gorootalo, Sulawesi. Praktek pcrkawinan sedarah 
banyak tetjadi. Perkawlnan sesama saudara adalah hal yang wajar dan biasa di 
kalangan suku inL 

2. Kalangan bangsawan Mesir Kuno, khususnya pasca invasi Alexander Agung, 
melakukan perkawimm dengan saudara kandWlg dengan maksud untnk 
mendapa!kan keturunan berdarah mumi dan rnelanggengkan kekuasaan. 
Contoh yang terdokumentasi adalah perkawimm Ptolemeus H dengan sandara 
perempuannya Elsinoc. 

3. Dalarn sejarah Islam, kita mengcnal kisah pemikahan silang Habil dan Qabil. 
Dua anak Adam ini dlti!ehkan untuk menikabi SC(ata silang adil<: pcrempuan 
mereka sendiri, lqlima dan Labuda. 59 

:n Nureholish Madjid, Masyarolwt Religius, (Jakarta: Penerblt PararnadiJla, 2{)00), hal 79. 
"' Martin H Manser,Oxford Learner's Pockei Diclionary, Second Edition, Oxpord 

University Press, 1991. 
~9 "Hubungan Sum bang", bttpllwww.wikjp~imfones~ diakses tanggal I 0 Maret 

2009. 
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Kasus pemikahan silang dalam cerita pernikahan silang Habil dan Qabil 

tersebut dapat dikategorikan juga sebagai kasus incest atau perkawinan 

sedarah, walaupun dalam kasus ini juga sarat dengan pesan !ain misainya 

tujuan pernikahan yang tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan seksual. 

Penghargaan Islam terhadap perempuan deri kasus ini adalah hahwa rnenikalri 

perempuan bukanlah berdasarkan kecantikannya. Qabil yang bersaudara 

kembar dengan lqlima menolak pemikahan silang karena ia mendasarlcan 

pemikahan itu hanya pada naluri seksualnya. Dia melihat bahwa adik 

kembamya lebih cantik deripada saudara kembar Habil. Karena mereka 

adalah manusia pertama di bumi make Qabil dan Habil barus melakukan 

pemikahan dengan tujuan regenerasi dan meskipun mereka saudara kandung 

namlUl tetap dihindari kedekatan gen sehingga perkawina.n dititahkan silang. 

Di tinjau dari segi medis, perkawinan sedarah berpotensi tinggi 

menghasiJkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupwt 

mental (cacat), atau bebkan leta! (mematikan). Akumulasi gen-gen pembawa 

"sifat lemah" dari kedua orangtua terekspresikan pada keturunan (anak). 

"Darnpak dari hubungan inces/ adalah kemungkinan lebih banyak 

membawa gen homozygot. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen 

homazygol resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal 

anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 talmo yang bisa berakibat 

buta, albino, polidactyl dan scbagainya. Pada perkawinan sepupu yang 

mengandung gen a!bino rnaka kemwtgkinan ketunman albino 1ebih besar 

13,4 kali dibandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetik lebih 

berpeJuang muncul dan riwayat genetik buruk akan bertambah dorninan serta 

banyak muncul ketika lahir dari ornng tua yang memiliki kedekatan 

keturunan''. 6{l 

Dalam Hadits Nabi disebutkan, artinya : "Janganlah mengawini 

keluarga yang dekat (kawinilah orang asing), supaya keturunan karnu jangan 

lemah". 

Jadj jelas bahwa perkawinan sedarah tidak memenuhi syarat-syarat 

perkawinan seperti yang di atur dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI 

60 "Incest : apa pula. itu7,"' <btrp:ftigjamika.muliiply.wmljoumaUitemllOI>, diakses 10 
Maret2009. 
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dan yang lebih dihindari adalah akibat dari segi kesehatannya yang 

kemungkinan besar mengbasilkan keturunan yang !emah. 

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang larangan terjadinya 

perkawinan yang masih memiliki hubungan darah berdasarkan Al-Quran, 

Hadist, UU Perkawina.n maupun KHl, maka sudah seharusnya apahHa terjadi 

perkawinan yang demikian maka terhadap perkawinan tersebut harus 

dibatalkan, karena bukan hanya melanggar hukum negara tetapi juga 

me!anggar hukwn-hukum agama yang sudah sang at jelas melarang terjadinya 

perkawinan yang masih memiliki hubungan dansh. 

2.5. Kedudukan anak menurut undang-undaog perkawinan 

Adanya pembatalan perkawinan akan berdarnpak pada anak-anak basil 

perkawinan yang dibatalkan tersebut. Akan tirobul berbagai pertanyaan 

terhadap posisi anak-anak dari basil perkawinan tersebut. Bagaimana 

kedudukan anlllla anak dengan orang tuanya jika dihubungkan dengan 

keabaahan anak dikaitkan dengan ketentuan bahwa keabsahan seorang anak 

adalah tergantung dari sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tuanya. 

Bukankah itu berarti bahwa anak-anak tadi dianggap juga sebagai anak yang 

tidak sah. Kalau demikian, kepada siapa anak-aoak yang tidak berdosa ini 

harus memanggjl ayah dan ibu. Lantas bagaimana statusnya, anak 

kandungkah, anak luar kawinkah, perlukah pengakuan dari orang tuanya atau 

bagaimana. Kedudukannya tidak jelas dan tidak rnenguntungkan. Padahal ia 

terlahir dari suatu perkawinan yang sah dan baru dinyatakan batal 

keabsahannya setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, untuk dapat dilakukan pembatalan perkawinan, 

maka landasan yuridis untuk mengajukan gugata.n tersebut harus terpenuhi, 

misalnya adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA setempat, sebagai 

bukti otentik telah dilangsungkannya pemikahan. 

Untuk rnenentukan apakah anak yang perkawinan orangtuanya 

dibatalkan karena adanya hubungan dansh tersebut adalah anak sah atau anak 

luar kawin, maka akan peneliti bahas mulai dari makna anak sah dan anak 

luar kawin itu sendiri. 
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Setelah ditelaah bahwa anak dari hasil perkawinan sedarah sesu.ai 

makna anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 point a KHI, 

maka anak dari basil perkawinan sedarah yang perl<awinannya tidak memiliki 

kekuatan hakum maka anak yang dilahirkan merupakan anak luar kawin, 

karena perkawinan orang tuanya tidak sah sesuai dengan ketentuan UU 

Perkawinan dan KHL 

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah 

tidak mempunyai status hakum sebagaimana anak kandung dan akibat hukum 

lainnya adalah tidak mempunyai hak -hak keperdataan yang melekat padauya 

sebagaimana )ayaknya anak sah, serta tidak berbak untuk mempunyai nama 

belakang dari bapaknya untuk mellUGjukan keturunan dan asal usulnya. 

Mengenai anak luar kawin, hokum lsJam menetapkan anak luar kawin 

ke dalam 2 ( dua) golongan yaitu : " 

(1) Anak mula 'anah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang diM/i 'an 
oleb suaminya. Kcdudukan hukum anak mula'anah ini banya mengikuti nasab 
ibunya yang melahirkannya 

(2) Anak syubhat, k:edudukannya tidah ada hubungim pasab dengan ayahny_a 
kec:uali kalau ayahnya itu mengakuinya. 

Hukum Islam membedakan syubhal kepada dua bentuk, yaitu : 62 

(I) Anak syubhat yang dilahirkan dar:i sywbha1 perbuatan adalah hubungan scksual 
yang dilaJ.."Ukan karena suaru kesalahan. Mlsalnya salah kamar, -suami 
menyangka yang sedang tidur dikamar adalah istrinya temyata adalah iparnya 
atau wanila iain, Demikian pula istrinya menyangka yang sedang tidur di 
kamamya adalah suaminya kemudian teljadi hubung<m scksual dan 
menyebabkan hamU serta meJahirkan anak diluar nikah. 

{2} Anak syubhot yang dilahirkan dati suatu akad, misalnya seorang laki-Jaki 
menikahi seonmg wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahinya 
iru adalab adik kandungnya $COdiri atau saudara sepersusuan yang baram 
dinikahi. j ika melahirkan anak dari dua syubhCI ini, maka anak tersebut dapat 
dihubungkan nasabnya kepada bapak; syubhat-nya at.as pengakuannya. 

Jadi menurut hukum Islam anak hasil perkawinan sedarah tennasuk 

dalam anak syubhal yang dilahirkan dalam suatu akad. Anak ini memiliki 

hubungan keperdataan hanya dengan ibunya saja, tetapi dapat dihubungkan 

nasabnya kepada bapaknya dengan jalan pengakuan anak. Pengakuan anak 

bertujuan untuk memperoleh hubungan keperdataan antara si anak luar kawin 

41 Abdul Maran, Aneka Masa/Qh Hulcum Perdala l<:lam di indonesia. (Jakarta : Kencana 
Prenada Media Group 2006). hal. 83. 

62 !bid, haL 83-84. 
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dengan bapak yang mengakuinya. Hubungan keperdataan tersebut 

menimbulkan hak dan kewajihan seperti pemherian nafkah, hak memakai 

nama belakang, mewaris, dan sebagainya. 

T etapi baik UU Perkawinan maupun Kill tidak menjelaskan secarn 

rinci tentang pengakuan anak luar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak luar 

kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang 

melahirkannya atau keluarga ibW>ya. Kedudukan anak luar kawin 

herdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan, akan diatur seeara 

tersendiri dalam Peraturan Pemerintab tetapi sampai sekarang peraturan yang 

dimaksud balum pemah diterbitkan bahkan sampai dengan dikeluarkannya 

PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari UU Perkawinan, 

mengenai anak luar kawin tidak mendap~tkan pengaturan yang jelas, deitgan 

demikian kedudukan anak luar kawin tidak terlindungi secara hukum. Oleh 

karena UU Perka'W'inan d~ KHl tidak mengatur secara: rind mengenai 

pengakuan anak luar kawin ini, maka kita merojuk pada ketentuan yang 

terdapat dalarn KUHPerdata. Lembaga pengakuan anak dalain hukum perdata 

diatur dalam Pa.sal 272 KUHPerdata, yang berbunyi : 

Amik di luar kawin, kecua:li yang dilahlrkan dati perzinahan atau dalam sumbang, 
disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum 
rnefakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap 
anak itu, atau bi!a pengakuan iru teljadi dalam akta perkawinannya sendiri. 

Sayang sekali Pasal tersebut mengecualikan terhadap anak yang 

dilahirkan dari incest (sedarah/dalam sumhang) dengan menyatakan bahwa 

1'Kecuali anak-anak yang dibenlhkan daiarn zinah atau dalam sumbang, tiap

tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya 

bapak dan ibunya, akan menjadi sah ..... dst". 

Menurut hukum perdata sebagairnana tersebm dalarn Pasal 214 ayat (l) N-BW 
pengakuan terhadap anak tidak sah adalah batal jika dilakukan antara lain oleh 
pria yang dilarang kawin dcngan ibunya anak. juga pengakuan dilanmg karena 
ada pertalian datah yang sangat dekat (im::es1) atau karena hubungan semenda. 
Pria tersebut tidak boleh mengakui anak di !uar kawin hu, jika dilakukan juga 
maka pengakuan itu batal. Akibatoya anak tersebut berada pada posisi yang tidak 
menguntungkan di masyarakat, anak seperti ini disebut anak kampang. o:; 

Lantas bagaimana nasib anak yang terlahir tidak tahu apa-apa dan 

tidak bisa memilih orang tuanya ini, adilkah jika dia juga dibabani imbas dati 

61 Ibid, bal. 88 
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kesalahan/kekhilafan orang tuonya. Ketentuan dalam KUHPerdata tersebut 

terkesan tidak adiJ kaiena membiarkan si anak tidak terayomi oleh hukum 

karena tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut. Selain itu kesalahan

kesalahan yang dilakukan orangtuanya terkesan ikut dibebankan kepada anak 

yang tentu saja jika ia bisa memilih, maka tidak akan menallih dilahirkan dari 

orang tua yang tidak sah untuk melakukan perkawinan. 

Pengeeualian dari Pasal 272 KUHPerdata tersebut hendakuya dibuat 

pengaturan tersendiri demi melindungi kepentingan anak. Jangan sampai anak 

dibiarkan begitu saja tanpa perlindungan dan pengayornan hukum karena 

tidak ada peraturan yang mengatur. Karena ncgara berkewajiban untuk 

melindungi setia.p warganya, terutama bagi anak ~anak yang tanpa dosa dan 

tanpa bisa memilih siapa orang tuanya. -

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa perkawinan baru 

dinyatakan batal setclah adanya putusan PengadiJan yang memHiki kekuatan 

hukum tetap dan berlaku surut sejak saat dilangsungkannya perkawinan. 

Namun daya berlaku surut dari putusan itu dike<ualikan terhadap anak-anak 

yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut (Pasal 28 ayat 2 UU 

Perkawinan dan Pasal 75 point b. KHI). Kemudian dalam Pasal 76 KH! 

menyebutkan bahwa: "Bata1nya suatu perkawinan tidak akan memutus 

hubungan hukum antam anak dengan orangtUanya", 

Ketentuan tersebut di atas dimaksudkan untuk melindungi 

kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang 

perkawinan ibu-ba.paknya dibatalkan. Tidak terkecualj terhadap pcmbatalan 

perkawinan karena adanya hubungan darah ini. Tidak dapat dibayangkan 

bagaimana kalau seandainya keputusan pembatalan itu berlaku juga terhadap 

anak-anak yang perkawinan orang tuanya di batalkan. Anak berada pada 

posisi yang iemah dan tanpa perlindungan. 

Adanya ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 

75 point b KHl serta Pasal ?6 KHI tersebut mengandung makua bahwa 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak dapat 

dibabankan kepada anak-aaak yang Iahir dari perkawinan yang dihatalkan. 

Dengan demildan anak -anak. tersebut tetap mempunyai status hukum yang 
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jelas dan resmi sebagai anak yang sah dari orang tua rnereka, meskipun 

perka\\inan orang tuanya dibatalkan oleh pengadilan. Namun demikian 

ketentuan tersebut hanya berlaku terhadap perkawinan sedamb yang 

dilakukan pembatalan, dengan memiliki dasar atau landasan perkawinan yang 

jelas, sedangkan terhadap kasus yang menjadi objek penelitian, perka\\inan 

sedamb tersebut tidak diterima upaya pembatalannya, karena tidak memiliki 

landasan yuridis suatu perbuatan hokum teljadinya pemikahan, karena tidak 

dapat mernberikan bukti akta nikah, hal tersebut tentu saja tidak dirniliki 

karena memang sejak awal tidak diterbitkan akta nikahnya. 

Masalah anak basil perka\\inan sedamb, seperti Ielah disinggung di 

atas bahwa pengakuan anak luar ka\\in dikecualikan terbadap anak 

perl<a\\inan sedamb. Akan tetapi dengan adanya ketentuan pengeeualian daya 

berlaku swut terhadap pembatalan perkawinan bagi anak-anak yang 

dihasilkan dari perka\\inan tersebut, maka anak-anak itu (termasuk 

pembatalan karena perkawinan sedarah) olch hukum dianggap sebagai anak 

sah dengan catatan perkawinan orang tuanya yang memiliki hubWJg<in darah 

tersebut diterbitkan akta nlkah~ sebagai bukti diakuinya pemikahan tersebut. 

Adanya ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Perka\\inan yang 

mengecuaHkan daya berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan bagi 

anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan ~ersebut ya.itu dCmi melindungi 

kepentingan hukum anak. Narnun pembatalan terhadap perkawinan sedamb 

mempanyai akibat yang spesifik dan tidak bisa disarnakan dengan pembatalan 

perkawinan karena kurangnya syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawinan pada umumnya. 

Dalam pembatalan perkawinan pada umumnya atau putusnya 

perkawinan pihak suami berhak rujuk atau bisa kembali membina rumah 

tangga jika ikhwal penyebab pembatalan itu hilang. Berbeda dengan 

pembatalan perkawinan karena perkawinan sedarah, suami tidak memHiki 

hak kembali membina rumah tangga karena hubungan damb adalah larangan 

kawin yang berlaku selarna-Jamanya (mahram muabbad). Tetapi UU 

Perkawinan maupun KHI dengan ketentuannya menyatakan bahwa ak:ibat 

hukmn pembatalan perkawinan tidak berbeda dengan putusnya perkawinan. 
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padahal khusus pembatalan perkawinan karena adanya hubungan sedarah ini 

jelas ketentuannya berbeda. 

Berdasarl<an ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan, Perkawinan dapat 

putus karena disebabkan oleh tiga hal yaitu karena kematian, percemian dan 

karena keputusan Pengadllan. 

Dalam haJ putusnya perkawinan karena kematian maupun perceraian. 

anak memiliki nasab yang jelas, karena dapat diketahui siapa ayahnya dan 

siapa ibunya. Begitupun dalam hal pembatalan perkawinan pada wnumnya, si 

anak dengan jaJan pengakuan bisa memiliki nasab yang jelas pula dari orang 

tuanya. Berbeda dengan anak hasil pembatalan perkawinan karena adanya 

hubungan sedarah. Misalkan seorang laki-laki si A menikah dengan adik 

kandungnya si B, rnaka si anak akan rancu nasabnya. Hal ini berpeogaruh 

sekaJi dengan masalah waris mewarisnya. Si A bisa eli nasabkan sebagai ayah 

bisa juga dinasabkan sebagai paman. Begitupun juga sebaliknya si B bisa 

dina.sabkan sebagai ibu bisa juga sebagai bibi dari si ahak. Sehingga 

membingungkan dalam pembagian waris. Atas dasar .hal tersebutlab yang 

membuat pembat.alan perkawinan terhadap perkawinan sedarah perlu 

pengaturan tersendiri, termasuk didalamnya ada!ah pengaturan mengenai 

anak luar kawin yang dikarenakan perkawinan orangtuanya tidak diakui 

dikarenakan masih adanya bubungan darah diantara keduanya. 

Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan mengamanatkan untuk membuat 

ketentuan tentang kedudukan anak luar kawin tapi sampai sekarang Peraturan 

Pemerintal1 yang dimaksud belum pemab dibuat, padabal usia dari UU 

Perkawinan sendiri sudah memasuki usia yang ke 35 TahW'i. Usia yang cukup 

lama bagi sebuab peraturan perundang-undangan. 

Mungkin untnk mengisi kekosongan hukum dan melindungi 

kepentingan anak inilab pembuat undang-undang mengecualikan daya 

berlaku surut dari pembatalan perkawinan bagi anak hasil perkawinan 

tersebut. Pada dasamya peneliti sependapat dengan tujuan mulia tersebut, 

tetapi demi tercapainya sinkronisasi hukum tanpa merugikan kepentingan 

anak hendaknya terhadap anak basil perkawinan sedarab (karena ia memang 
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spesifik dan berbeda} dibuat peraturan tersendiri yang Jebih kbusus derni 

kepentingan yang terbalk bagi anak dan kepastian hukurn. 

Sebagairnana Ielah disinggang di atas bahwa Peratura.n Pemerintah yang 

mengatur rnengenai kedudukan anak luar kawin (tennasuk anak basil 

perkawinan sedarah) belum dibentuk. Sehingga untuk memperoleh hak 

keperdataan dari orang tua terutama bapeknya harus rnelalui lembaga 

pengakuan anak. Sayang sekali lemhaga pengakuan anak dikecnaiikan 

terhadap anak basil incest. Namun demikian wttuk mengisi kekosongan 

hukum dan rnelindungi kepentiogan anak yang dilahirkan dalam perkawinan 

incest yang perkawinannya dihatalkan, maka diberlakukanlah pengeeualian 

daya berlaku surut pembata.lan perkawinan terhadap anak hasil perkawinan 

tersebut, hal ini tidak berlaku hagi perkawinan incest yang upaya pembatalan 

perkawinannya ditolak:~ karena perkawinannya sendiri tidak pernah diakui 

keberadaannya secara hukum, maka terhadap anak yang demikian tidak dapat 

diberlakukari ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan yang 

mengecnaiikan daya berlaku surut terhadap pemhatalan perkawinan hagi 

anak~anak yang dihasilkan dad perkawinan, sehingga dengan demikian 

hubungan antara anak dan ayah tidak mendapatkan kekuatan secara hukum, 

baik mengenai tanggungjaWab nafkah, pengasuhan sampai dengan masalah 

pewarisan. 

Jadi untuk menentukan hubungan hukum antara anak dan orang 

tuanya dalam masalah adanya pembatalan perkawinan karena incest, maka 

terhadap perkawinan incest yang dapat dilakukan pembatalan perkawinan~ 

berlakutah ketentuan mengenai pengecuaHan daya berlak.u surut tersebut, 

artinya bahwa anak tetap dianggap sebagai anak sah dan pernbatalan 

perkawinan orang tuanya tidak berpengarub terhadap hubungan hukurn antara 

anak dan orang tuanya termasuk dengan ayahnya, sedangkan terhadap 

pembata1an incest yang pembatalan perkawinannya tidak diterima, ma.ka anak 

tersebut tetap diangga.p sebagai anak luar kawin, sehingga anak. terse but tidak 

merniliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. 
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Dilihat dari Pasal 149 KHI akibat hukum putusnya perkawinan 

membebankan kepada suami berkewajiban terhadap istri dan anak-anakeya, 

yaitu: 

a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 

uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobia al dukhul. 

b. Memberi nafkah, maskoh dan kiswah kepada bekes istri selama 

iddah, kecuaH bekas istri telah dijatuhl talak ga'in atau nusyuz dan 

da!am keadaan tidak hamil 

c. Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya dan separuh 

apabila qobia a/ dukhul 

d. Memberiken biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belwn 

mencapai umur 21 tahun, 

Adapun syarat-syarat anak wajib dinafkalti oleh ayah dari anak yang 

perkawinan orang luanya mengalami perceraian (dibatalkan) adalah:" 

a. Bahv.ti anak itu masih kecil (belum balig) 
-b, Bahwa anak itu miskin, tidak mempunyai ha.rta sendiri untuk: nafkahnya 
c. Apabila anak itu telab balig dan telah kuas3 berusaha, maka Bapak tidak wajib 

mernberi nafkah untuk anak iru. Begitu juga jika anak: itu me.mpunyai harta 
seodiri untuk nafkahnya, meskipun dia masib kecil maka tidak wajib Bapak 
meruberi nafi<:almya. Temang in:i lc:lah sepakat ulama. 

Dalam hal pengasuhan anak hukum Islam menentukan : 6-5-

a. ApabiJa teljadl perceraian antam kedua suami·istr.i, maka anak-anak yang masib 
berumur kurang dari 7 tahun, dia diasuh oleh ibunya, selama ibunya be1um 
kawin dengan laki~laki yang lain. 

b. Anak~anak yang sudah berumur 7 lahun kcatas dapat memilih apakah akan ikut 
serta ib~~.nya atau bapaknya. 

c. bapak memik:ul biaya untuk pemelihataan dan pendidikan anak-anak sampai 
mereka dewasa, 

d. Pt:ngadilan Agama menetapkan jumlah biaya untuk memclihara dan mendidik 
anak-anak tcrsebut, bi!a lidak dapat persetujuan antara kedua belah pihak. 

Kemudian seperti dijelaskan pada maian terdahulu je1aslah bahwa 

perihal status kedudukan dan hublll<gan hukum anak dari perkawinan yang 

dibatalkan itu adalah tetap anak sah. Akibat dari pembatalan perkawinan 

kedua orang tuanya adalah tidak berlaku surut terhadap anak-anak hasil 

perkawinan tersebut sesuai dengan yang digariskan oleh UU Perkawlnan dan 

64 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan da!am Islam. Ce1akan ke-4. (Jakarta : CV. AI 
Hidayah, 1968), haL 127. 

6S !bid, hal 146 
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KHI, maka rerhadap anak dan kedua orang tua terdapat hak dan kewajiban 

sebagaimana putusnya perkawinan karena perceraian atau kematian, seperti 

pemberian izin kawin, hak memakai nama orang tua ( dalam hukum Islam 

menggunakan Bin atau Binti), demikian pula hak waris-mewarisnya. 

Jadi, anak mewarisi harta kekayaan orang tuanya demikian pula 

sebaliknya. Ayab dan ibu dapat mewarisi harta kekayaan anak jika si anak 

memHiki harta kekayaan sendiri. Pengatu.ran mengenai bagaimana pembagian 

dan ketentuan lainnya diatur sesuai ketentuan agama masing-masing. Bagi 

yang beragama !slam tentunya tunduk kepada aturan hukum waris Islam dan 

bagi yang beragama non-Islam tunduk pada sistem kewarisan Barat atau 

hukum waris adatnya masing-mastng. Namun demikian hal tersebut hanya 

berlaku bagi pembatalan perl<awinan yang diputus oleh Pengadilan, dan tidak 

berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan yang mempunyai hubungan 

sedarah, yang tidak diakui perl<awinannya secara hukum, dibuktikan dengan 

tidak diterbitkannya akta nikablbuku nikah dalam perkawinan tersebut, 

sebingga anak-anak yang dilabirkan terhedap perkawinan yang demikian 

tetap sebagai anak luar kawin dan sekaHgus tennasuk kedalam kategori anak 

sum bang atau anak zinah. 

2.6. Perlindungan anak daJam undang-undan~ perlindungan anak 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjarn.in kesejahteraan tiap

tiap warga negaranya, rermasuk perlindungan terhadap hak anak yang 

merupakan hak asasi manusia, demikianlah bunyi saiah satu dari konsideran 

Undang-undang Nomor 23 Tabun 2002 tentang PerlindW1gan Anak. 

Anak menurut definisi UU Perlindungan Anak diartikan sebegai 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan 

anak menurut IJU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan Wltuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi, secara optimal sesuaJ dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindWlgan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Dengan adanya anuk yang lahir dari perkawinan yang secara hukum tidak 
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memiliki kekuatan hukwn seperti perkawinan yang tidak didaftarkan maupun 

yang tidak dapat didaftarkan karena adanya alasan penolakan dari petugas 

peneatat perkawinan dengan a!asan adanya hal-hal yang menyebabkan 

perkawinan tersebut memiliki cacat secanl hukum (jasad), salah satunya yaitu 

karena antara pihuk wanita dan pihuk pria masih terdapat hubungan darah 

(nasab), sehingga terhadap pemikahan yang demikian tiduk dapat dikuatkan 

seca:ra hukum, karena bertentangan dengan hukum agama maupun hukum 

positifyaug berlaku di Indonesia. 

Implikasi dari tidak diakuinya pemikahan yang teriadi karena 

memi!iki hubungan darah menyebabkan anak-anuk yang dilabirkan dari 

perkawinan tersebut secara hukwn dianggap sebagai anak luar kawin yang 

menurut UU Perkawinan. anak tersebut hanya memiliki hubungan 

keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.Kendala lain yang dihadapi oleh 

anak yang dilabirkan karena orangtuanya tidak diakui dalam hal 

perkawinannya adalah berkaitan dengan pembuatan akta kelahiran bagi anak 

yang bersangkutan, karelll! salah satu syarat pembuatan akta kelahiran anak 

diantara.nya adanya akta nikah atau buku nikah kedua orangtuanya. Hal ini 

tetjadi dalam kasus yang penuiis teliti. dimana da1am perkawinan tersebut 

telah lahir 2 ( dua) orang anuk dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta 

nikah karena dinilai perkawinannya fasad sampai dengan saat ini anak 

tersebut tidak memiliki akta kelahiran. 

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (I) Undang-undang 

Nornor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Setiap kelahiran 

wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada lnstansi Pelaksana di tempat 

teljadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 

keiahiran'1 yang kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan 

Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipr.n Akta 

Kelahiran. Apabila Pelaporan kelahiran rnelampaui batas waktu 60 ( enarn 

puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tabun sejuk tanggal kelahiran maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Adminitrasi Kependudukan, maka 

pencatatan dilaksanukan seteluh mendapetkan persetujuan Kepala lnstansi 

Pelaksana setempat dan dHaksanakan berdasarkan penetapan Pengadllan 
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Negeri. Sehingga tentu saja birolaasi yang harus di!ewati untuk setiap anak 

yang lahir tetapi tidak langsung diU111S akla kelahirannya dalam jangka waktu 

sampai dengan 60 hari berikut perpanjangannya sampal dengan I tahun 

belumjuga dibuatkan akta kelahiran maka akan mengalami proses yang lebih 

rumit. 

Alasan para orang tua yang tidak segem membuatkan akta kelahiran 

bagi anak-anaknya bervariasi. Faktor yang paling dominan adalah faktor 

masih rendahnya kesadaran hukum dikalangan masyamkat tentang arti 

pentingnya akta kelahiran bagi anak, terutama masyamkat pedesaan, 

sehingga sifat apatis terbadap segala sesuatu yang sifatnya berU111San dengan 

birokrasi menjadi sesuatu yang se1alu dihindari, kecuali jika ada faktor 

keterpaksaan karena didesak oleh kebutuhan, maka secara berbondong-· 

bondong a.kan segera mengurusnya Misalnya adanya kewajiban merniliki 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga yang akan menerima Bantuan 

Langaung Tunal (BL1) atau syarat untuk mendapatkan Kartu Askeskin atau 

Jarukesmas, maka dengan sendirinya masyarakat akan segera membuat KTP. 

Demikian halnya dengan akta ke!ahimn, baru akan dibuat manakala 

diperlukan unfuk keperluan anak masuk sekolah atau bahkan memasuki dunia 

ke!ja. 

Salah satu bak warga negam adalah memi!iki akta kelahiran. Dengan 

tidak memiliki akta kelahimn, rnaka akan berpengaruh terhadap tujuan dari 

upaya perlindungan anak itu sendiri, yaitu bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi seca:ra optimal sesuai dengan barkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perfindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 

sejahtera. 66 

Terhadap kasus yang menjadi objek penelitian, dimana terjadi 

perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah, dengan a!asan masih memiliki 

hubungan derah antara keduanya, sehingga secara hukum perkawinan tidak 

memiHk1 kekuatan hukum, namun dalam kenyataannya sampai dengan saat 

66 Indonesia, Undang-undang Tentong Perlindungtln Anak, No.23 Talmn 2002, LN No.109 
Tahun 2002, TLN No.4235, ps 3. 
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ini perkawinan tersebut tetap ber!angsung dan bahkan Ielah dikarunia 2 (dua) 

orang anak, dimana 1.mtuk kedua anaknya tersebut berdasarkan keterangan 

dari NHSR sampai dengan saat ini bel urn atau tidak memiliki akta kelahiran, 

dengan alasan bahwa petugas catatan sipil tempat untuk mendapatkan akta 

kelahirnn selalu rneminta baku nikah atau akta nikah dari orang tua dari anak 

yang dimohonkan akta kelahirnnnya. 67 

Secara hukurn anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak 

dherbitkan akta nikah., maka anak tersebul tidak mendapatkan periindungan 

hnkurn dan tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak, salah satunya 

yaitu a1cta kelahlran. Hal ini penting sekali guna menjarnin clan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, turnbuh, berkembeng, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesual dengan harkat dan martabat 

kemanusiaannya. 

2.7~ Kedudukau dan status anak yang labir dari perkawinan yang tidak 

diterbitkan akta nikab karena al:asan fas:ad 

A.nak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana 

da1am dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak 

juga merupakan tunas:, potensi dan generasi muda penerus dta-cita hidup 

keluarga khususnya, dan masyarakat WUWIUlya' serta memiliki peran strategis 

dalam menjamin ke1angsungan kehidupan di masyarakat. Agar setiap anak 

mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat 

kesempatan yang seluas~Iuasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal baik fisik maupun mental. Dengan demikian perlindungan terhadap 

anak dan memberikan jarninan terhadap pemenuhan hak-haknya yang jauh 

dari segaia bentuk diskriminasi mero.pakan sesuatu yang penting untuk 

dipenuhi. 

Kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga, tentu akan 

memberi kebahagian tersendiri bagi keluarga tersebut Kehadiran anak 

sebagai anggota keluarga yang barn, menjadi bagian dari tanggung jawab 

orang tua untuk mendidik anak tersebut menjadi orang yang berguna. 

61 Wawancara degan NHSR., tanggall2 Februari 2009 

Universitas Indonesia Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarni, FH UI, 2009



55 

Satu hal penting lainnya, yang harus dilakukan oleh orang tua setelah 

kelahiran anaknya adalah membuatkan alcta kelahiran bagi anaknya 

Persoalan ini terkadang sering terlupakan oleh orang tua. Padahal selaku 

warga negara, kelahiran seorang anak haruslah tercatat sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan ini dilakukan dengan prosedural 

tertentu dan diarsipkan dalam lernharan yang dikenal dengan nama alcta 

kelahiran. Akta kelahiran ini merupakan awal dari pencatatan terhadap diri 

seseorang di mala huknm. 

Mengingat pentingnya alcta kelahiran bagi anak dari sudut pandang 

huknm, maka mengharuskan bagi setiap orang tua untuk membuatkan akta 

kelahiran bagi anak-anaknya. Akta kelahiranjuga akan mernberikan kepastian 

secara huknm berkaitan dengan kedudukan dan status hukum anak terhadnp 

orangtuanya. 

Kedudukan dan status huknm anak yang tercantum dalarn alcta 

kelahiran akan membarikan perlindWlgan huknm terhadap anak berkaitan 

dengan hak mewaris, hak nafkah, hak asuh anak dan sebagainya. Salah satu 

syarat untuk membuat akta kelahiran anak. ada1ah harus adanya akta nikah 

kedua oran&<tuanya, karena atas dasar itulah akan ditentukan bahwa telah lahir 

seorang anak dari ibu dan ayahnya yang teJah menikah secara sah menurut 

hukum yang berlakn di Indonesia. 

Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua 

secara hukum sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 UU 

Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "setiap anak berhak atas suatu 

nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan." 

Secara psikologis keberadaan akta kelabiran bagi seorang anak akan 

memilikl arti yang sangat penting. Apabila anak akan mendaftar sekolah, 

memasuki dunia kerja terutama jika hendak mengikuti seleksi ujian peg:awai 

negeri, maka salah satu syarat yang harus disertakan adalah akta kelahiran. 

Jika akta ke1abiran tidak ada, anak tersebut akan kesulltan untuk terdaftar 

pada sek:olah atau mengikuti ujian tersebut. Akta kelahiran juga penting 

dalam hal terjadinya pewarisan, karena bukti yang pertama dan utama bahwa 
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seseorang termasuk kedalam ahli waris adalah akta kelahiran. Oleh karena itu 

setiap orang tua harus memiliki kesadaran membuat akla kelahiran bagi 

anaknya. 

Sebagaimana telah disinggtmg di atas bahwa keberadaan akta 

kelahlran akan menentukan status hukum seorang anak, dan akta kelahiran 

akan sangat ditentukan pula oleh pemikahan kedua orangtuanya yang 

dibuktikan dengan adanya akta nikahlbuku nikah. Lalu jika demikian adanya 

bagaimana nasib untuk anak yang peroikahan orangtuanya tidak diakui secara 

hukum, seperti halnya dalam kasus peroikahan antara NHSR dengan HO. 

Pada hari jumat tanggal 22 Mei 1998 anak dari Hj. CBW yang 

bernama NHSR melangsungkan perkawinan dengan HO, bertindak selaku 

wali nikah (wali nasab) adalah H. AS, yaitu kakak seayah dari NHSR dan 

sekaligus juga kakek dari HO. Mengenai rukun·rukun perkawinan yang harus 

dipenuhi dalam perkawinan tersebut telah dipenuhi semua rukun nikah yaitu 

adanya caJon suami yaitu HO, adanya caJon isteri yaitu. NHSR, adanya Wali 

nikah yaitu H. AS~ adanya dua ornng saksi dan adany8. ijab- qabul serta 

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan atau dicatat oleh 

Pejabat/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kadipaten yaitu 

Drs.AH. 

Sebagaim~a -telah dijeiaskan di atas bahwa perkawinan selain harus 

memenuhi syarat dan rukun nikah, juga harus memperhatikan mengenai 

larangan perkawinan atau perkawinan yang dHarang menurut bukum agama 

maupW1 hukum positif yang berlaku. Tentu saja pada perkawinan antara 

NHSR dengan HO teljadi pelanggaran ketentuan mengenai larangan 

perkawinan dan juga tidak dipenuhinya beberapa ketentuan mengenai 

persyaratan dalam perkawinan, seperti mtsalnya dalam perkawinan tersebut 

dilangsungkan lanpa seizin dan sepengetahu.an dari Hj. CBW selaku Jbu 

kandung dari NHSR pedahal NHSR pada saat melangsungkan perkawinan 

beru berusia 17 tahun, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3) 

UU Perkawinan, mengbaruskan babwa untuk mclangsungkan peikawinan 

seorang yang belwn mencapai wnur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat 

izin kedua ornng tua. Dalam hal salah sC<Jrang dari kedua orang tua telah 
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meninggal dunia atau dolam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, 

maka jzin tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari 

orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, karena NHSR lahir pada 

tanggal 19 Oktober 1980 dan menikah pada tanggal 22 Mei 1998, sehingga 

belum mencapai umur 21 (duapuluh satu), seharusnya berdasarkan ketentuan 

Pasal 6 ayat (3) lersebut, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus 

mendapat izin dari ibunya, karena ayahnya telah meninggal dunia. Ayah dari 

NHSR telah meninggal dunia pada lahun 199468
, dengan demikian 

bet<lasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Perkawinan tersebut, izin harus 

dimintakan kepada orang tua yang masih hidup dalarn hal ini adalab Hj. 

CBW. 

Berdasarkan parsyaratan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (3) dengan 

demikian perkawinan terSebut telah melanggar syarat yang diharuskan da1am 

UU Perkawinan, seJain itu dala.m perkawinan tersebut juga melanggar 

larangan perkawinan baik menurut Hukum Agama Isiam maupun menurut 

hukwn pnsitif yang ber1aku di Indonesia, karena HO adalab cucu kandung 

dari H. AS, sedangkan H. AS adalab Kakak seayah NHSR, sehingga antara 

calon suami dan calon isteri masih mempunyai hubungan darah. Hal ini 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 huruf b UU Perkawinan. yang 

mengatakan bahwa perkawinan diJarang antara dua orang yang berhubungan 

darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara sauda:ra., antara 

seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 

neneknya. Hal tersebut juga tentu saja melanggar ketentuan Hukum Agama 

Islam sebagaimana tcrmuat dalam QS An-nisa ayat 23 dan Hadist Nabi SAW1 

yang dalam implementasi hukum yang diterapkan di Indonesia termuat dalam 

KHI, yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 angka l Juncto Pasal 70 huruf d 

KHI, yang mengatakan babwa dilarang melangsungkan perkawinan antara 

seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nosab. 

Mengetahui tezjadinya peianggaran terhadap laranga.n perkawinan, 

maka perkawinan tersebut mendapat reaksi atau protes dari ka!angan Ulama 

lndrarnayu yang tergabung dalam Majelis Ularna Indonesia (MU!) 

68 Wawancara dengan Hj. CBW. tanggal 12 Februari 2009 
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lndramayu, mendapalkan reaksi atau protes dari kalangan Ulama maka 

Kepala KUA Kadipaten mengirim surat tertanggal 25 Mei 1998 atau 3 hari 

setelah pemikahan dilangsungkan, inti darl surat itu adalah bahwa 

perkawinan anlara NHSR dengan HO dinyatakan fasad lfasid) dan mohon 

dianggap tidak tetjadi perkawinan. Tida.k sampai disitu saja, sikap atau 

langkah yang diambil oleh KUA Kadipaten juga dengan tidak 

menerbitkannya buku nikah/kutipan akta nikah kepada NHSR dan HO. 

Di samping reaksi atau protes dari MUI lndramayu khususnya di 

wilayah Kecamatan Sukra, yang mengetahui tetjadinya perkawinan yang 

masih mempunyai hubungan darah, protes juga dilakukan oleh orang tua dari 

NHSR, yang memberitahukan kepada KUA Kadipaten, Majalengka bahwa 

antara NHSR dengan HO masih mempunyai hubungan saudar:1, sehingga 

tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Menyadari kekeliruannya 

daJam melakukan verifikasi data awal eaton mempelai pria dan wanita yang 

dilakukan olah KUA Kadipaten, maka KUA Karlipaten mengambil sikap 

menyatakan pemikahan yang secara hukwn telah dilak.ukan sesu.ai dengan 

rukun-rukunnya tetapi kemudian diketahui adanya cacat maka KUA 

Kadipaten menyatakan pemikahan tersebut fasad dan tidak akan diterbitkan 

akta nikah. 

Permasalaban kemudian yang dihadapi a-dalah dalam kenyat:aannya 

sikap yang diambil oleh KUA Kadipaten tidakJah menyelesaikan masalah. 

karena faktanya antara NHSR dengan HO sudah hidup serumah dan merasa 

pemikahannya Ielah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang harus 

diJalui terrnasuk menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. 

Tindakan KUA dengan tidak menerbitkannya buku nikah at.au kutipan 

akta nikah dianggap tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, karena 

perkawlnan tersebut secara de facto telah dilakukan dan di bawah 

pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kadipaten, 

seharusnya menurut hukum bila disadari setelah perkawinan tetjadi dan 

terbukti melanggar iarangan perkawinan, maka tindakan yang tepat adalah 

bukanlah dengan tidak menerbitkan buku nikah atau kutipan akta nikah~ tetapi 

seharusnya KUA Kadipaten mengambil sikap tetap mengeluarkan buku nikah 
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walaupun kemudian KUA Kadipaten mengajukan upaya pembatalan terbadap 

perkawinan tersebut Hal tersebut penting dilakukan karena akibat hukum 

dari dibata!kannya perkawinan dibandingkan dengan tidak diterbitkannya 

akta nlkah memiliki akibat hukmn yang berbeda, karena dalam kenyataanuya 

perkawinan antara NHSR dengan HO tetap berlangsung, bahkan sampai 

dengan saat ini, dalam perkawinan tersebut telah dikanndai 2 (dua) orang 

anak yaitu satu orang anak laki-Jaki dan satu orang anak perempuan69• tentu 

saja dengan tidak diakuinya pemikahan kedua orangtuanya maka nasib dari 

kedua anak tersebut menjadi anak luar nlkah (anak luar kawin), hal ini 

dikarenakan pernikahan antara kedua orangtuanya menurut KUA hams 

dianggap tidak pemah ada (non exist). 

Upeya bukrnn yang ditempuh oleh orang tua NHSR yaitu Hj. CBW 

untuk memberikan perlindungan kepada kedua orang cucunya ter~but, saiah

satunya yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara 

NHSR dengsn HO, karena dengan dilakukannya upeya pembatalan 

perkawinan, maka akibat hukrnnnya terhadap anak yang dilahirkan dari 

perkawinan antara NHSR dengan HO berstatus menjadj anak dalam 

perkav.inan, karena kedua orang tuanya dianggap telah melangsungkan 

perkawinan, meskipun pada akh.imya perka'Ninan kedua orangtuanya 

kemudian dibatalkan. Hal ini penting sekali karena berdaiarkan ketentuan 

Pasal 28 UU Perkawinan, Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah 

keputusan PengadHan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku 

sejak saat berlangsungnya perkawinan, namun demikian keputusan tersebut 

tidak berlaku surut terhadap : 

a. Anak-anak yang dilahlrkan dari perkawinan tersebut; 

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali 

terhadap harta bersam~ bila pembatalan perkawinan didasarkan 

atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; 

c. Orang-orang ketiga lainnyu tidak tennasuk dalam a dan b 

sepanjang mereka rnemperoleh hak~hak dengan iktikad baik 

69 Wawant.-ara dengan NHSR, tanggal 12 Febnmri 2009 
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sebe!um keputusan tentang pembata!an mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

Ketentuan ini juga diatur dalam Pasa! 75 KlU, yang mengatakan 

Keputusan pembatalan perkawi.nan tidak berlaku surut terhadap: 

a. perkawinan yang batal )tarena salab satu dari suami atau isterJ murtad. 
b. anak-anak yang diJahirkan dan perkawinan tersebut. 
c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak~bak dcngan beritikad hai~ 

sebelum keputusan pembata!an perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap. 

Pada akhimya upaya yang ditempuh oleh Hj. CBW untuk melakukan 

upaya pembatalan perkawinan tersebut t.idak membuahkan basil, ka.rena mulai 

dari tingkat pertama yaitu di Pengadilan Agama Majalengka sesuai dengan 

putusonnya yaitu Nornor 2323/Pdt.G/1998/PA.Mjl. permohonan pembatalan 

perkawinan yang diajakan oleh Hj.CBW tidak dapat diterima. Majelis hakim 

berpendapat dalam salah satu pertimbangan hakurnnya adalah karena 

pennohonan pemohon belum ada dasar hukumnya.,. karena tidak memiliki 

buku nikah atau kutipan akta nikah yang tentu saja tidak dapat mencantwnkan 

namor register akta nikah, sehingga pemikahan (tindakan hukurn) yang 

dilangsungkan pada hari Jurnat tanggal 22 Mei 1998 antara NHSR dengan 

HO tidak dianggap telah tetjadi perhuatan atau tindakan hukum. Kemudian 

putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut dikuatkan baik oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung <ialam putusannya Nomor 

581Pdt.GIJ9991PT A.Bdg maupun olch Mahkarnah Agung dengan putusannya 

yaitu Nomor4l7 K/AG/2003. 

Pada saat meJakukan Penelitian, penulis juga melakukan pengecekan 

langsung ke KUA Kadipaten dan bertemu langsung dengan Kepala KUA 

Kadipaten yang saat ini menjabat yaitu OS, S.Ag yang menunjakan langsung 

baku register pencatatan nikah, dan mem!lllg tidak tercatat adanya pemikahan 

antara NHSR dengan HO pada hari dan tanggal tersebut, meakipun ada 

pemikahan pada tanggal itu, tetapi bukan atas nama NHSR dengan HO, akan 

tetapi atas nama orang lain dan pada saat peneliti menanyakan mengenai buku 

pendaftamn, mengcnai ada tidaknya pendaftaran nikah alas nama NHSR 

dengan HO dalam baku peudaftaran, KUA Kadipaten tidak dapat 
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memperlihatkan bulru dimaksud. Menurut Kepala KUA Kadipaten bahwa 

buku pendaftaran pernikahan pada tabun pernikahan NHSR dan HO sudah 

tidal< ada lagi, karena iru bukan arsip dinamis.70 

Karena tidak ada pencatatan perkawinan~ maka majelis hakim 

Pengadilau Agama Majalengka juga berpendapat bahwa pernikahan antara 

NHSR dengan HO tidal< memenubi ketentuan aturan Pasal 2(2) UU 

Perkawinan Juncto Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 5 KHL 

Mengenai pencatatan perkawinan. 

Berdasarkan putusan-putusan tersebu~ maka pernikahan antara NHSR 

dengan HO tidal< mendapatkan perlindungan hukum, dengan dernikian 

tehadap anak juga akan sangat berkaitan sekali, yaitu anak yang dilahirkan 

dalam perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. 

Dalarn Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa pengertian anak 

sah adalah anak yang dilahirkan dalamlsebagai akibet perkawinan yang sah. 

Dad isi pasal tersebut maka dapat ditafsirkan ada dua hal yang menyehabkan 

adanya anak sah. yaitu : 

I. Anak yang dilabirkan da!am pekawinan yang tab. 

Anak itu adalah anak tab apabila labir dalarn 9 bulan I 0 had 

(lazimnya masa kandungan) dan minimal 7 bulan kecuali ada hal

hal yang di!uar biasa dan dapat dibuktikan setelah perkawinan 

orang tuanya. 

2. Anak yang dilahirkan sebagai akibet perkawinan yang sah 

Anak itu adalah anak tab sebegai akibat dad perkawinan, maka 

dapat teijadi bahwa si isteri sudah harniJ lebih dahuJu kemudian 

menika.h sehingga anak itu menjadi anak sah karena adanya 

perkawinan orang tuanya. 

Jadi dad tafsiran tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak 

luar kawin adalah anak yang lahir tidak dalam atau bukan sebagai akibat 

perkawinan yang sab. 

Anak luar kawin adalah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang 

sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin karena asal-usu1nya 

1
G Wawancara dengan Kepala KUA Kadlpaten OS, S.Ag. langgal 12 Febroari 2009 
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tidal< berdasarkan hubungan yang sah antara ayah dan ibunya. Padahal dalarn 

UU Perkawinan suarni dan isteri berkewajiban untuk memelihara dan 

mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. 71 sehingga 

untu.k: menjalankan kewajiban tersebut, maka antara kedua orangtuanya harus 

berada dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukwn. 

Pasal 43 ayat (I) UU Perkawinan menyebutkan bahwa "Anal< yang 

dilahlrkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya!' Mesldpun Pasal 43 ayat (I) UU Perkawinan 

tidak menyebutkan secara jelas mengenai peogertian anak luar kawin~ namun 

dari isinya dapat diarnbil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud anal< luar 

kawin adalah anal< yang dilahirkan sebelwn pelangsungan perkawinan ibunya 

baik dari laki-Iaki yang memberikan anal< terseliut maupun bukan atau bisa 

juga lahir setelah peJangsungan perkawinan namun perkawinan tersebut 

masuk kedalarn kategori perkawinan yang tidal< sah. 

BerdasarkM uraian di atas, rnaka mengenai anak Juar kawin dapat 

dibagi dalarn 2 (dua) kategori, yaitu : 

L Anal< yang lahir dari ayah dan ibu yang mana tidal< terdapal 

larangan untuk kawin. 

2. Anal< yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, 

karena sebab-sebab yang dilarang oleh undang-undang/jika salah 

satu dari ayah dan ibu di datam perkawinan dengan orang lain. 

Anak yang masuk kedalam kategori kedua di atas disebut sebagai 

anal< zinahlanak surnbang. lstilah yang lahir karena zinahlanak sumbang 

dapat diterangkan sebagai berikut : 

a. Anak yang lahir karena zinah adaJah anak yang dilahirkan seorang perempuan 
atau dibenihkan seornng laki~!aki, sedangkan perempuall atau lelaki itu ada 
dalam perkawinan orang lain, 

b. Anak yang Jahir dalam sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang 
dilarang kawin menurut undang~undang dengan orang lelaki yang memberikan 
anak itu.12 

Dari pengertian di atas, maka dapat dibedakan bahwa yang dimaksud 

dengan: 

71 R. Soetojo Prawirahamidjojo. Pluralisme dalam Perumiang-rmdangan Perkawinan di 
Indonesia, { Swabaya: Fakulras Hukum Unair, 1986), hal. lOS. 

n Ibid, haLl47. 
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a. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan antara ayah dan 

ibu yang masing~masing pihak tidak mempunya! ikatan perkawinan 

dengan orang lain rnaka anak yang dilahirkan itu disebut anak luar 

kawin. 

b. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan antara ayah dan 

ibu yang rnasing-masing mempunyai ikatan perkawinan dengan 

orang lain maka anak yang dilabirkan disebut anak yang lahir 

karena zinah. 

c. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan antru:a ayah dan 

ibu, dan di dalam undang-undaug terdapat adanya larangan 

perkawinan diantara mereka, maka auak yang dilabirkan disebut 

auak sumbang. 

Anak yang dilahirkan dari perkawinan antara antara NHSR dengan 

HO masuk kedalam kategori anak luar kawin sekaligus anak sumbang, yaitu 

auak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara ayah dan 

ibunya dan di dalam undang-undang terdapat adanya Jarangan perkawinan 

diantara mereka, yaitu karena masih mempW1yai hubungan darah antara 

keduanya. 

lstilah anak surnbang tidak dijumpai dalam ketentuan UU Perkawinan, 

dalam UU Perkawinan banya dikenal istilah anak sah dan auak luar kawin, 

istilah anak sumbang dijumpai dalarn ketentuan KUHPerdata, hal ini dapat 

dilihat dalarn ketentuan Pasal 272 KUHPerdata, sebagaimana Jelah 

disebutkan di atas. 

Hal ini akan lain akibat hukumnya jika pada waktu itu perkawinan 

antara NHSR dengan HO tetap disahkan walaupun kemudian diajukan 

pembatalannya oleh para pihak yang berwenang untuk mengajukan 

pennohonan pembatalan, sa)ah satunya yaltu Pejabat yang berwena.ng dalam 

hal ini adalah pejabat KUA Kadipaten, hal ini juga dibenarkan oleb OS, S.Ag 

yang mengatakan bahwa "jika pada waktu itu dia yang menjabat sebagai 

Kepala KUA, maka terhadap pemikahan tersebut akan tetap diterbitkan akta 
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nikah dan kemudian karena tedadi kekeliruan maka akan diajukan 

pembatalan perkav:inannya ke Pengadilan Agama:m 

Ala'lal1 mengapa tetap dilangsungkan pemikahan, meskipun adanya 

larangan untuk pemikahan yang masih mempunyai hubungan darah, menurut 

H. AS "karena keduanya saling mencintai dan untuk menghindari tedadi 

perzinahan karena keduanya sudah sangat dekat sekali. Disamping itu ada 

juga kekhawatiran bahwa jikaJau sampai cucunya tidak menikah dengan 

Neneng Hariang maka cucunya akan nekat bunuh dir:L "74 

Penjelasan Hj. CBW mengatakan bahwa dia Ielah berupaya 

semaksima1 mungkin untuk mencegah teljadinya perkawinan tersebut, 

termasuk diantaranya dengan memisahkan sekolah secara berjauhan antara 

keduanya. namun demikian tetap saja dengan campur tangan yang sangat 

dominan dari H. AS yang rnerupakan Kakak seayah dari NHSR atau anak tiri 

dari Hj. CBW sendiri, maka perkawinan tersebut tetap terlaksana. Meskiptul 

dikemudian hari perkawinan tersebut menimbu1kan hanyak masalah. 

2.8. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan 

auak yang labir dari perkawinan yang ttdak diterbitkan akta nikab 

kareoa alasan fasad 

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, bahkan umat Islam 

menganggapnya sebagai ibadah. Perkawinan ada!ah sesuatu yang amat 

penting bagi kehidupan klta tennasuk kehidupan agama. Karena itu urnat 

Islam di Indonesia ingin agar perkawinan itu sah menurut hukum agama dan 

sah menurut hukum negara. 

Apabila telah ter1anjur teijadi pemlkahan yang menurut agama tidak 

sah dan menurut hukum negara juga tidak sah, maka terhadap perkawinan 

yang demikian akan benyak menirnbulkan masalah, masalah yang penting 

untuk dicarikan jalan keluamya adalah berkaitan dengan ma•alah 

perlindungan terhadap anak·anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidal< 

memiliki kekuatan hukum. 

73 Wawancara dengan Kepala KUA Kadipaten OS, S.Ag., tanggal 12 Februari 2009 
n Wawan<:ara dengan H. AS, tanggall2 Februari 2009 

Unfversitas lndonesfa Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarni, FH UI, 2009



65 

Untuk memberikan per!indungan terhadap anak !<arena orangtuanya 

tidak memiliki akta nikah karena alasan nikahfasad, maka upaya yang dapat 

dilakukan adalah mencoba untuk mengesahkan perkawinannya tersebut 

melalui lembaga llsbal Nilrah (Pengesahan Nikah). Namun demikian 

Pemerintah sampai dengan saat ini belum memberikan legalisasi terhadap 

pemikahan di bawah tangan atau nikah siri maupun terharlap nikah kontrak 

bahkan pamikahan yangfasad dengan mengesahkannya, jika pa.sangan yang 

menikah secara di bawah tangan atau nikah siri atau nikah kontrak atau nikah 

yang fasarl dapat mengajukan pennohonan ke Pengadilan Agama, maka hal 

iru akan mcnjarli preseden yang buruk, karena hal iru akan semakin 

menyuburkan pemikahan yang demikian itu, agar tidak terjadi lagi 

pemikahan di bawah tangan atau nikah siri atau nikah kontrak, yang memang 

sangat merugikan kaum perempuan dan anak-anak basil pernikahan tersebut, 

Maka itsbat nikah di batasi dengan alasan yang Hmitatif berdasarkan 

ketentuan Pasal 7 ayat (2) KHl, dalam hal perkawinan tak dapat dibuktikan 

dengan Akta Nikah, dapat diajukan ltsbat nikalmya ke Pengadilan Agama. 

Menurut Pasal 7 ayat (3) KH!, ltshal nikah yang dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang herkenaan dengan : 

(a). Adanya parkawinan dalam rangka panyelesaian pemikahan. 

(b). Hilangnya akta nikah. 

(c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perl<awinan. 

(d). Adanya perkawinan yang teljadi sebelum berlakukan UU No. 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

(e). Perkawinan. yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan. 

Yang berhak mengajukan parmohonan ltsbat nikah adalah suarni, 

isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan para pihak yang berkepentingan 

dengan pemikahan itu. 

AdapWl prosedur penyelesaian llsbat nikah tersebut: 75 

7s.'Dampak negatif nlkah siri bagi perempuan dan anak" <l:!!!p:Uwww.idlo.intl 
bandaacehawarnes.htm>. diakses 10 Maret 2009 
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L Pemohon (suami!isteri) mengajukan perkam permohonan kepada 

Pengadilan Agama. 

2. Pengadilan Agarna. menyidangkan perkara tersebut dengan acara 

volunteer (tanpa sengketa) dengan rnendengarkan keterangan 

pemohon dan para saksi serta memeriksa suratldokumen yang 

berkaitan (bila ada). 

3. Apabila permohonan dikabulkan, maka penetapan hakim akan 

berisikan. dikabulkannya permohonan. menetapkan sahnya 

pernikahan tersebut, menghukurn pemohon untuk membayar biaya 

perkara. 

Terhadap pemikahan antara NHSR dengan HO tidak dapat di!akukan 

upaya itsbat nikah, karena meskipW1 a1asannya adanya keraguan tentang sah 

atau tidaknya salah satu syarat perkawinan sebagaimana batasan huruf c Pasal 

7 ayat (3) KHI, narnun jika melihat kedalam ketentuan huruf e pasal tersebut 

yaitu dengan catatan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mcreka yang 

a.kan melakukan itsbai nikah tidak mempunyai halangan p~rkawinan, 

sedangkan tethadap kasus perkawinan antara NHSR dengan HO, terdapat 

halangan perkawinan yaitu karena antara keduanya masih mempunyai 

hubungan darah. 

Apabila upaya hukurn tersebut tetap tidak dapat mengesahkan 

perkawinan tersebu~ maka upaya lain yang dapat dilakukan oleh NHSR dan 

HO untuk meJindungi kepentingan anak-anaknya adalah dengan cara tetap 

mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran untuk anaknya, meskipun 

hanya tercantwn nama Jbu saja dalam ak1a kelahiran tersebut, hat ini masih 

lebih bailc daripada anak tidak mcmihki akta ke1ahfran sam a sekalL Hal lain 

yang sebetulnya dapat dilakukan oJeh HO adalah dengan cara membuat akta 

pengakuan anak, namllll demildan hal ini juga terbentur kepada ketentuan 

Pasal 272 KUHPerdata yang mengecualikan .anak surnbang dari lembaga 

pengakuan anak. Hal yang paling mungkin untuk dilakakan untak melindungi 

kepentingan anak adalah dcngan cara tetap mcmbiayai kepcntingan anak

anaknya terrna'lllk biaya pendidikan dan kesehatannya. Karena anak~anak dari 

HO tidak mempunyai hubung.an keperdataan dengan dirinya, sehingga tidak 
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menimbulkan hubWlgan waris mewaris. maka upaya yang dapat dilakukan 

oleh HO dengan cara memherikan hibah kepada anak·anaknya tersebut, untuk 

keperluan masa depaunya kelak. Hal inilah yang masih mungkin untuk 

dilakukan terhadap pemikahan yang tidak diterbitkan akta nikahnya karena 

dinilai pernikahaunya fasad, disebabkan oleh masih ada hubungan darah 

antara keduanya. 

Mengingat lemahnya perlindungau terhadap perempuan dan anak 

sebagai akibat pemikahan yang tidak diakui secara hukum, maka hendaknya 

para perempuan berpikir dua kali jika akan melakukan perkawinan yang 

meJanggar UU Perkawinan dan KHI. karena kerugian tidak hanya menimpa 

perempuan, tapi juga anak yang akan dilahirkan. Selain perkawinan tidak 

memHiki statUs hukum, hak-hak anakjuga seringkali terabaikan, 

Hal tersebutjuga berlaku terhadap pemlkahan siri atau nikah di bawah 

tangan. karena dari sudut pandang hukum positif, nikah siri atau nikah di 

bawah tangau termasuk pemikahan yang tidak sah secara hukum, karena 

dinilai tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tidak tercatat secara 

resmi dalam catatan resmi pemerintah. Demikian juga anak yang lah-ir dari 

perkawinan ini, dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh Negara melalui akta 

kelahiran. Sebagaimana kita ketahui. setiap warga negara Indonesia yang 

melakukan peniikahan, harus mendaftarkan pemlkahaunya ke KUA atau 

Kantor Catatan SipH untuk mendapalkan buku nikahlakta nikah. Sesuai 

dengan Pasal 5 KHI, agar terjarnin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, 

maka suatu perkawinan harus tercatat. Pasal 7 KHI aturan terse but juga 

menyebutkan, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tacli. Perkawinan yang 

tidak tercatat baik di KUA atau Kantor Catat!n Sipil tidak mendapat 

pedindungan hukum. Artinya, ketika di kemudian hari perkawinan ini 

mengalami peristiwa perceraian, sengketa warisan dan Jain-Jain, para pihak: 

tidak dapat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama. karena tidak 

ada dasar untuk pengajuan tersebut. 
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Menurut ruka Kurnia, dampak hukum yang tirnbul dari sebuah 

pemikahan dibawah tangan atau nikah siri akan terjadi kalau ada percera.ian~ 

isteri sulit untuk rnendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila suami 

tidak memberikan. Selain itu. jika ada warisan yang ditinggalkan suami 

karena suami meninggal dunia, isteri dan anak juga sangat sulit mendapatkan 

hak dari harta warisan suami tersebut76 Jika suami berprofesi sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik isteri dan anak tidak berhak rnendapat 

tunjangan apapun. 

Lebih lanjut ruka Kurnia juga berpendapat hahwa sering dijumpai 

hak-hak anak di keluarga yang melakukan nikah dibawah tangan atau nikah 

siri terabaikan. Karena sering dijwnpai pria yang me1akukan nikah di bawah 

tangan atau nikah siri kerap tidak mau bertanggungjawab atas biaya 

pendidikan dan kebutuhan anak.;maknya77 Anak-anak yang lahir dati 

pemikahan siri atau nikah di hawah tangan biasanya juga kesuJitan mendapat 

akta kelahiran, sebab orang tuanya tidak memiliki ak:ta nikah. Demikian 

halnya juga terhadap parkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah oleh KUA 

karen a pemikahannya dinilai fa sad dan tidak diterbitkan akta nikah. sehlngga 

kedudukan isteri dan anak-anak secara hukum sangal lemah dan tidak 

mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. 

Dengan demikian upaya hukum yang dapat dilakakan untuk 

melindllllgi kepentingan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak 

diteroitkan akta nikah karena alasan fasad meljjadi sangat terbatas, karena 

banyaknya kendala yang dihadapi dalam rangka mernberikan perlindungan 

kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak diterbitkan akta 

nikah, karena berdasarkan ketentuan UU Perkawinan terhadap anak tersebut 

hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, 

sehingga anak-anak dari perkawinan antara HO dengan NHSR menjadi anak· 

anak yang rnasuk kedalam kategori anak luar kawin. Berbagai upaya telah 

dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anaknya tersebut, 

JO.'Dampak negatif nikah siri bagi perempuan dan anak" <.!l!m:!/wwwj!'!!.o.jnt/ 
bandaaceh!lWIDTICS-htm>. diakses I 0 Maret 2009 

n JbitL, 
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tennasuk diantarnnya yaitu dengan mengupayakan pembatalan perkawinana 

diantara keduanya, mesklpun pada akhimya tidak membuahkan hasil. 

Oleh karena antara anak-anak dalam perkawinan tersebut tidak 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ayalmya (yaitu HO), sehingga 

tidak timbul hukum waris mewaris, maka upaya yang dapat ditempuh untuk 

memberikan perlindungan kepada anak-anaknya yaitu dengan cara 

memberikan hibah atau hibah wasiat kepada anak-anaknya, agar kelak 

dikemudian hari, anak-anaknya mendapatkan hekal untuk melanjutkan 

kehidupanny.a. Upaya tersebut merupakan upeya yang paling dimungkin 

untuk memberikan sedikit perlindungan kepada anak-anaknya. 
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3.1.Simpu1an 

BAB3 

PENUTUP 

Dad apa yang telah peneliti uraikan pada hab~bab sebelumnya, maka 

dapat diarnbil beberapa kesimpulan sebagai ber.ikut : 

1. Kedudukan dan status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak 

diterbitkan akta nikah karena alasan fosad yang disebabkan masih 

mempunyai hubungan darah menurut hukum Islam adalah anak luar 

kawin yang tergolong syubhat yang dilahirkan dari suatu akad, ia 

hanya memHiki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya 

saja. Sedangkan menurut Pasal 43(1) UU Perkawinan kedudukan 

anak: tersebut merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keJuarga ibunya. Peraturan 

Pemerintah yang diamanatkan oleh UU Perkawinan khusus 

rnengatur kedudukan anak luar kawin belwn dibentuk maka untuk 

mempcroleh hak keperdataan dengan bapaknya harus melaloi 

pengakuan anak. Tetapi UU rnengecualikan pengak:uan bagi anak 

basil pcrkawinan sedarah, 

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan 

anak yang lahir dari perkawinan yang tidak: diterbitkan akta nikah 

karena alasan fasad ya.itu dengan mengesahkan perkawinannya 

tersebut melalui lembaga ftsbat nikah (pengesahan nikah)- Apabila 

upaya ltsbal nikoh tidak dapat mengesahkan perkawinan tersebut 

maka upaya lain yang dapat dilakukan untuk melindungi 

kepentingan anak Iuar kawln karena fasad adalah dcngan cara 

mengajukan permohonan pembuatan akta kelahlrnn untuk anaknya~ 

meskipun hanya tercanlum nama Ibu saja dalam akta kelahiran 

tersebut, hal ini masih lebih baik daripada anak tidak memiHki akta 

keJahlran sama sekali, up-aya teraldJir yang dapat ditempuh untuk 

memberik:an pertindungan kepada anak yang tahir dari perkawinan 

70 
Universitas Indonesia Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarni, FH UI, 2009



71 

yang tidak diterbitkan akta nikah karena alasan fasad yaitu dengan 

cara memberikan hlbah atau hibah wasiat kepada anak~anaknya. 

3.2. Saran - Saran 

1. Pengesahan status anak basil perkawinan yang sedarab perlu adanya 

penetapan pengadilan demi terciptanya kepastian hukwn serta adanya 

perlindungan hukum terhadap anak yang dilabirkan dalam perkawinan 

yang tidak diterbitkannya aida nikah karena afasan fasad. Disamping itu 

hendaknya Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerlntah 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang 

Perkawinan mengenai Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai 

kedudukan anak luar kawin, demi kepentingan yang terbaik bagi anak. 

2- Kepada masyarakat yang hendak dan akan meJangsungkan perkawinan 

hendaknya betul-betul mempCrhatikan mengenai syarat-syarat, rukun

rukun serta larangan-larangan dalam perkawinan, mengingat pentingnya 

arti sebuah perkawinan yang sah set::ara hukum, karena perkawinan yang 

diakui secara hukum akan memberikan perlindungan hukum balk terhadap 

pasangan (suami isteri) maupun terhadap anak-anak yang di!ahlrkan dalam 

perkawinan tersehut termasuk mengenai harta bersama yang dihasilkan 

dalam perkawinan termasuk dalam kaitannya dengan hak v..'3ris-mewaris. 

Dengan memperhatikan lemahnya perHndungan hukum terhadap 

perkawinan yang tidak: dlakui keabsahannya secara hokum, maka 

hendaknya setiap perkawinan harus memperhatikan berbagai aspek, 

dian!ll!anya aspek agama, aspek budaya dan aspek hukum. 

Universitas Indonesia 
Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarni, FH UI, 2009



72 

DAFTAR REFERENSI 

Buku 

Abdurrahman dan Riduan Syahrani. Masalah-masalah Hukum Perkawinan di 
Indonesia, Bandung: Alumni, 1999. 

Bisri, Hasan, et aL, ed. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam 
Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Logos Wacana Jlmu, 1999. 

Dannabrat:a. Wahyono. Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 
Perkaw;nan bcserta undang~undang dan Pcraturan Pelaksanaannya. 
Cet. Ke-2. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003. 

dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkcnvinan dan Keluarga 
---·-d-;ic-;ln-d.7o-n-es"i,-a. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2004. 

Haar, Ter. Asas~asas dan Susunan Hukum Adat. Ditetjemahkan oleh Soebak:ti 
Poesponoto. Jakarta : Pradnya Paramita, !960. 

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, 
Hukum Ada!, Hukum Agama. Cet. Ke-3. Bandung: Mandar Maju, 2007. 

Hakim, Rahmal.liukum Perkuwinan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2000. 

Harahap, M.Yahya. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang 
No.1 Tahun 1974. Peramran Pemerinlah No.911975. Medan: CV.Zahir 
Trading Co, 1975. 

Krisnawati, Emeliana. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bandung : CV. Utomo, 
2005. 

Latief; H.M.DjamiL Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta : Ghalia 
Indonesia. 198!. 

Lubis, Ibrahim. Agama Islam Suatu Pengantar. Cetakan Pertama. Jakarta : 
Ghalia Indonesia, 1982. 

MarnudJi~ Sri Et At. Metode Penelitian dan Penulisan llukum. Cet. 1. Jakarta : 
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. 

Maran, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta 
Kencana Prenada Media Group, 2006. 

Universitas JndQnesia Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarni, FH UI, 2009



73 

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Cet. Ke~2. 

Yogyakarta: Liberty, 1999. 

Ny. Soemiyati. Hufmm Perkawinan Islam dan Undang~undang Perkawinan. 
Cetakan Ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1999. 

Sabiq, Sayiq. Talak dan Mengasuh Anak. Cetakan Pertama. Jakarta : Kalam 
Maria, 1990. 

Syafie, Rahmat. '"Selinfas Pandang Tentang Hulrum Perkawinan Yang Terdapat 
Dalam Kompi/asi Hukum islam {Suatu Kajian Kritis Menuju 
Penkodifiko.sian Di indonesia)." Seminar Sehari, Pengadilan Tinggi 
Bandung, 29 Oktober 2003. 

Soemitro, dan lnna Setyowati. Aspek Hukum Perlindungan anak. Jakarta : Bumi 
Aksara, 1990. 

Syarifuddio, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Cet. ke-2. Jakarta : 
Prenada Media, 2007. 

Rahardjo, Sa(jipto. Omu Hukum. Cet. Ke-5. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000 

Ramulyo~ ldris. Hukuin Perkowinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan 
Agama dan Zakat Menurut Hukum lslam. Cet. Ke-4. Jakarta : Sinar 
Grafika, 2006. 

Yunus, Mahmud, flu/cum Perkawinan Daiam Islam. cetakan ke~4. Jakarta : CV 
AI Hidajah, 1968. 

Peraturan Perundang-undangan 

Indonesia. Undang~undang Dasar J 945. 

Indonesia. Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, No. 23 tahun 2002. LN 
No. I 09 tahun 2002. TLN No.4235 

Indonesia, Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak. No.4 talmn 1979. LN 
No.4 tahun 1979. TLN No.3019 

Indonesia. Undang-undang Tentang Perkawinan. No. 1 tahun 1974. LN No. 1 
tahun 1974. TLNNo.3019 

Indonesia. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, No. 23 Tahun 
2006 yang kemudian diatur dalam LNNo 124 tahun 2006 

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP No.9 tahun 1975. LN No. 12 tahun 
1975. TLN No.3050. 

Universitas Indonesia 
Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarni, FH UI, 2009



Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetbaek]. Diterjemahkan oleh 
R. Subekti dan R Tjitrosudibio. Cet.3l. Jakarta: Pradnya Panunita, 2001 

Internet 

"Hubungan sumbang ", <http://www.wikimmia indonesia.com>. Diakses 
I 0 Maret 2009. 

"fncest: apa pula itu"'. <http:/lidjatnika.multiplv.corn/joumal/item/10>. 
Diakses 10 Maret 2009. 

"Dampak negatif nikah stn bagi perempuan dan anak". 
<h!!Jl:l/www.idlo.intl bandaacehawll!)!es.htrn>. Diakses I 0 Maret 2009. 

\Vawancara 

R, NHS. Wawancara, 12 Februari 2009 

S, A. Wawancara. 12 Februari 2009 

S, 0. Kepala KUA Kadipaten.Wawancara.l2 Februari 2009 

W, CB. Wawancara, 12 Februari 2009 

74 
Universitas Indonesia 

Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarni, FH UI, 2009




